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T a

_ WALIKOTA BATAM,

: bdhwa untuk mengarahkan peinbangunan di Kota -
Batam dengan memanfaatkan ruang wilayah secara -

serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil
guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka
meningkatkan Kkesejahteraan masyarakat yang.
berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional,

‘perlu disusun Rencana Tata Ruang Wllayah Kota,

_“bahwa untuk melaksanakan ketentuan - Pasal 26
~ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 .

tentang  Penataan Ruang perlu dilakukan
penjabaran ke dalam rencana tata ruang wﬂayah.f

- kota;

bahwa Rancangan Peratui'an ‘Daerah fentang ;
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam telah-
mendapatkan persetujuan dari Kementerian Agraria

~dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

sebagaimana tertuang dalam surat Nomor
PB.01/46-200/11/2021 tanggal 17 Februari 2021
perihal Persetujuan' Substansi- II atas Rancangan
Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Batam tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batarn :
tahun 2021 -2041; -

bahwa Rancangan Peraturan Daerah' tentang.
Rencana Tata Ruang Wllayah Kota Batam telah -

‘dievaluasi oleh Gubernur Kepulauan | Riau

sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur _
Kepulauan Riau Nomor 581 Tahun 2021 tentang
Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota
Batam tentang Rencana Tata Ruang Wllayah Kota
Batam Tahun 2021 2041; !



: Mcngingat

bahwa berdasarkan pertlmbangan ‘sebagaimana

-dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dan. -
dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 82
‘ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
- 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang,

perlu  menetapkan Peraturan Daerah tentang

‘Rencana Tata Ruang W11ayah Kota Batarn Tahun .

2020 2041;

Pasal 18 ayat . (6) Undang -Undang Dasar Negarag_
Republik Indonesia Tahun 1945;

1

'Undang—Undang Nomor 53 Tahun 1999 ’f‘entang _
‘Pembentukan Kabupaten Pelalawan, = Kabupaten - -

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten -

- Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,--'

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota |Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta_hu_n 1999

- Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik .

Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah ‘diubah -
beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang -

- Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan' Ketiga

atas Undang-Undang Nomor 53 Tahuni 1999

- Tentang  Pembentukan Kabupaten - Pelalawan s g
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, -

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten '
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota

- Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara o
Republik Indonesia Nomor 4880) . 3

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang-'-
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, '
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor-.i

- 2755);

Undang-Unda_ng Nomor 26 Tahun 2007 tentang'
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan - -

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725}, SRS

Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang-
Pembentukan ° Peraturan = Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik j,':

Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah -
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 _
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik -
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Sebagalrnana telah diubah beberapa kali terakhlr
dengan Undang-Undang Nomor 9. Tahun: 2015
Tentang Perubahan Kedua Atas Undanng_ndang

- Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran; Negara

~ 'Republik Indonesia Nomor 5679), . : ; :

10.

' Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020  Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573), M '

. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4833). sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 13 . . Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemermtah
Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Repubhk
- Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
, Lembaran Negara Repubhk Indone51a Nomor 6042),

,Peraturan Pemerintah . Nomor 68 Tahun 2010

tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat
dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

Pei'atu_ran Pemerintah Nomor 46 Tahun '-__2(-)0_7
tentang = Kawasan Perdagangan Bebas'  dan
Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 118, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160)
sebagaimana = telah diubah - dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 - tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran

' Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneeua

. Nomor 6384); o - 1

i1.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahuﬁgf 202_1
tentang  Penyelenggaraan .= Penataan - {Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republlk

Indonesia Nomor 6633);



12,

13.

14,

Peratliran Pemerintah Nomor - 23 'Tahunf 0021

tentang Penyelenggaraan Kehutanan {Lembaran - .

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23,

‘Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema_’

Nomor 6635), .

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021_'..' |
tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan.

Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara: '~
‘Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indone31a "
Nomor 6653); : :

_'Peraturan Pemerintah Nornor 43 Tahuﬁ 2021 e
tentang Penyesuaian Ketidaksesuaian Tata ! ‘Ruang,
Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atasi Tanah -~

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

* Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Repubhk e

15.

16..
~ Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Indonesia Nomor 6655); :

4
1

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 E-tentang. o
Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan
“Karimun (Lembaran ‘Negara Republik Indone31a

Tahun 2011 Nomor 127); i
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang |

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali =
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109

Tahun - 2020 tentang Perubahan Kedua ' Atas’
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
(Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2016;

< Nomor 4);

17.

19,

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang_
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Repubhk B
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); :

18. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang".
" Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di

Provinsi Riau dan Provinsi = Kepulauan Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun 2020
Nomor 72), _ ; _

Peraturan Menteri Agrarla dan Tata Ruang/ Kepala -
Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang

. Wilayah - Provinsi, Kabupaten, - dan Kota': (Berlta-f-
- Negara Republik Indonesza Tahun 2018 Nomor 394);



- 20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1

-. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM'_ "

. Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Provmsr','. "; e |
- Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran® -
Daerah - Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 - -

Nomor 1, Tambahan ‘Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 43) ' -

Dengan Persetu_;uan Bersama

Dan
' WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN: :

MENE’I‘APKAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA ,
' RUANG WILAYAH KOTA BATAM TAHUN 2021-2041 ‘

~ BABI :
KETENTUAN UMUM

- Bagian Kesatu
. Pengertian

Pasal 1

H
H
H

Dalam Peraturan ljza'_e'rah ini yang dimaksud déngan:- s

1.

o oA

Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah

~adalah  Presiden  Republik _Indonesia' yang
memegang - kekuasaan = pemerintahan = negara
Republik  Indonesia . sebagaimana . d1maksud_
Undang-Undang Dasar Negara Repubhk Indones1a

Tahun 1945

Pemenntah Pr0v1n51 adalah Pemenntah Prov1ns1‘
Kepulauan Riau. ' F :

Pemerintah Daerah adalah Pemenntah Kota Batam

 Kota adalah Kota Batam Provms1 Kepulauan; Riau.

Walikota adalah Walikota Batam ,
Ruang adalah wilayah yang mehput1 ruang darat,

- ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di

dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,:tempat
manusia dan makhluk lain hidup, melakukan
keglatan dan memelihara kelangsungan hldupnya '

. Tata ruang’ adalah Wu_lud struktur ruang dan pola. - o

ruang.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses_ -
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan
pengendahan pemanfaatan ruang.



10.

11,

2.

 13.
14.
15,
16.

ST

“18.
19

- 20.

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk:
menentukan struktur ruang dan pola ruang yang
meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata
ruang. :

Wilayah adalah ruang yang mempakan chatuan
geografis beserta segenap unsur terkait yang batas
dan  sistemnya ditentukan berdasarkan : aspck .
admmlstratlf dan/atau aspek fungsmnal ] '

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selan_;utnya

' dlsmgkat RTRW Kota adalah hasil perencanaan tata

ruang’ yang merupakan. penjabaran strategl ‘dan
arahan kebijakan pemanfaatan  ruang wilayah -
Provinsi dan Nasional ke dalam struktur dan pola

ruang w1layah kota. : g

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat
permukiman dan sistem jaringan prasarana dan
sarana yang berfungsi sebagai pendukung keglatan
sosial ekonomi masyarakat yang secara h1erarkls

memiliki hubungan fungsional. - - '

Pola ruang adalah distribusi peruntukan; ruang
dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan

ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang . oo

untuk fungsi budidaya. - , ‘ 5

Masyarakat adalah perseorangan kelompok orang
termasuk masyarakat hukum adat, korporasi
dan/atau pemangku kepentingan non pemenntah
lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

‘Peran  Masyarakat adalah partlslpasy aktif

masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang,

pemanfaatan = ruang,  dan _pengenda_lian L

pemanfaatan ruang. -

Pemanfaatan ruang adalah  upaya untuk
mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai
dengan rencana tata ruang melalui penyusunan
dan pelaksanaan program beserta pemblayaannya

Pengendalian * pemanfaatan ruang adalah - upaya
untuk mewujudkan tertib tata ruang. =

‘Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya d1smgkat o
'PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi

untuk melayani kegiatan skala mternasmnal =
nasional atau beberapa provms1 Eos

Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya d1smgkat N
PPK  adalah  pusat pelayanan ekonoml,§ sosial
dan/atau administrasi yang melayani selumh
wilayah Kota dan/atau regional, :

Sub _Pusat Pelayanan  Kota yang selanjutnya
dlsmgkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi,
sosial, dan/atau administrasi yang melayam sub
wilayah Kota. - :



- 21.
22.

23.

24, .
- IPA adalah unit yang dapat mengolah air melalui.
‘proses koagulasi, flokulasi, sedimentasi, ﬁltra31 dan

25,

26.
27.

28.

~lingkungan.

'Pusat Llngkungan yang. selanjutnya dlslngkat PL‘

adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau

administrasi - yang ' melayam llngkunga.n_

permuklman

Sistem Penyediaan A1r M1num yang selanjutnya
disingkat SPAM adalah satu kesatua.n sarana dan
prasarana penyedlaan Air Mmum p o

Sistem Pengelolaan Air Limbah . Domestlk yang' s
- selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian
. kegiatan pengelolaan . air limbah domestik’ dalam

satu kesatuan dengan prasarana dan sarana-
pengelolaan air limbah domestik. ” '

Instalasi Pengolahan Air yang selan_]utnya d1smgkat .

desinfeksi sehingga menghasﬂkan air m1num ‘
Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnyag :

disingkat IPAL adalah bangunan air yang berfungeu o

untuk mengolah air limbah.

‘Tempat Pembuangan .  Akhir- sam_pah;: yang
" selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk

memproses dan mengembalikan sampah ke} media - |
lingkungan secara aman bagi manusia dan §
Tempat Pembuangan = Sampah Sementara yang
selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum -
sampah diangkut ke tempat pendauran: ulang,

- pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah

terpadu.

Kawasan lindung adalah w1layah yang dltetapkan
dengan fungsi utama melindungi = kelestarian

lingkungan hidup yang mencakup sumber daya

. ‘alam dan sumber daya buatan.

29.

Kawasan budldaya adalah wilayah yang ditetapkan
dengan fungsi utama untuk dibudidayakan " atas
dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,

. sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
30.

Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya dlslngkat

- RTH adalah ‘area memanjang/ jalur. dan atau

mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat

- terbuka, tempat tumbuh tanaman, baJk yang

tumbuh tanaman secara alam1ah maupun yang

. sengaja dltanam
31.

Kawasan  Strategis Nas1ona1 yang selanJutnya
disingkat KSN adalah wilayah yang penataan
ruangnya  diprioritaskan  karena mempunyai
pengaruh sangat penting secara nasional terhadap
kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan

~negara, - ekonomi, sosial, budaya, dan/atau

lingkungan, termasuk wilayah yang. telah |
ditetapkan sebagai warisan dunia. S



'32

33.
~ KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya -

Kawasan Strategis Provinsi 'yang selan_]utnya'
disingkat KSP - adalah wilayah yang ' penataan’

‘ruangnya c11pr1or1taskan karena mempunyai

pengaruh sangat penting dalam lingkungan Provinsi
terhadap ekonomi, sos1a1 budaya dam/ atau
lingkungan, . .

Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya d1smgkat

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh:sangat

- penting dalam lingkup kota terhadap ekonorm,_- '

sosial, budaya, dan/ atau lingkungan.

. Bagian :Kedua .
Peran dan Fungsi

Pésal 2

Peran RTRW Kota dlsusun sebagau alat operasmnal- |
pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Batam

Pasal 3

RTRW Kota berfungsi sebagai: R

a. Acuan penyusunan. Rencana Pembangunan'

Jangka Panjang Daerah (RPJFD); o

b. Acuan penyusunan Rencana Pembangunan
: Jangka Menengah Daerah (RPJMD), ' :

. c. Acuan dalam pemanfaatan ruang Wllayah Kota;

. e. Acuan lokasi investasi dalam wilayah Kota yang. -

Acuan untuk mewujudkan keselmbangan,
pembangunan dalam wilayah Kota; “

dilakukan pemerintah, rnasyarakat dan swasta,

f. Pedoman untuk penyusunan rencana nnc1 tata

‘ruang di w1layah Kota;

- g. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang d1-

- h. Acuan dalam admlnlstra51 pertanahan

LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN -

Llngkup substan81 RTRW Kota mehputl

wilayah Kota yang meliputi ~penetapan =
peraturan . zonasi,  kesesuaian  kegiatan
pemanfaatan: ruang, pemberian - insentif dan
disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan

BAB II

Pasal 4.

a. tujuan, kebijakan dan strateg1 penataan ruang__-'
wilayah Kota; o
b. rencana struktur ruang w11ayah Kota oo

c. rencana pola ruang wilayah Kota;



(1)

- b. Luas rencana reklamasi perairan seluas lebih -

(2}

~ Batam yang terdiri atas:

B R omoe oo

T

d. penetapan kawasan strateg1s Kota R

e. -arahan pemanfaatan ruang Wﬂayah Kota dan

f. arahan pengenda_han pemanfaatan ruang '
mlayah Kota. :

_ Pasal 5
Wllayah perencanaan RTRW Kota mehputl seluruh

- wilayah administrasi Kota Batam dengan koordinat -

geografis 0°2529” sampai dengan 1°15'00” Lintang

Utara dan 103°34’35” sampai dengan 104"26’04”7

Buyjur Timur dengan luas meliputi:

a. Luas daratan adm1n1stras1 seluas lebih kurang
103.374 (seratus tiga ribu tlga ratus tujuh
puluh empat) hektar; ~

kurang 6.901- (enam ribu sembilan ratus satu)
hektar; dan -

c. Luas rencana badan air seluas kurang 1.941
(seribu sembilan ratus empat puluh satu)
hektar.

Kota me11put1 seluruh mlayah admlmstram Kota-'_-' .
a. Kecamatan Batu Ampar; e
Kecamatan Bengkong,
Kecamatan Nongsa,
Kecamatan Batam Kota§
Kecamatan Sungai Beduk
Kecamatan Sagulung,
Kecamatan Sekupang;
Kecamatan Batu Aji; - _
Kecamatan Belakang Padang,

[

-j- Kecamatan Galang, _
- k. Kecamatan Lubuk Baja; dan

L Kecamatan Bulang.

Lingkup w11ayah perencanaan merupakan ciaerah-=
dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek -

~ administrasi meliputi wilayah daratan, wilayah
- pesisir- dan ‘laut, perairan lainnya serta mlayah‘

udara dengan batas wilayah meliputi: o

a. sebelah utara berbatasan dengan§ Selat .
Singapura; . ;

b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten' |
Lingga; : :

¢. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten-

-Bintan; dan -



d.

sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten
Kanmun

BAB III

' TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN

RUANG WILAYAH KOTA

Baglan Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

" Pasal 6

i

Tujuan penataan ruang Wllayah Kota adalah : untuk
mewujudkan ruang Kota Batam menuJu bandar dunia
madani berbasis sektor pariwisata, perdagangan dan.
jasa, maritim, logistik dan industri yang bertaraf
_internasional.

- Bag1an Kedua

Kebgakan Penataan Ruang Wllayah

Pasal 7

Kebijakan ﬁéﬁataan ruang Wllayah Kota, meli'putis '

a.

~ jangkauan pelayanan utilitas Kota;

pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan _
perkotaan sebagai satu kesatuan 31stern yang
terpadu dan berhirarki;

pengembangan sistem jaringan prasarana .
wilayah Kota dan peningkatan kualitas serta' :
;
peningkatan fungsi dan pengelolaan kawasan
peruntukan lindung;

pengembangan dan pengendahan kawasan'
peruntukan budidaya; dan

peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan ‘
dan kearnanan negara. , “ o

- Bagian Ketiga

Strategl Penataan Ruang Wllayah

Pasal 8

Strategl Penataan Ruang Kota meliputi: -

a.

Strategl untuk pengembangan pusat—pusat '
kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu
kesatuan sistem yang terpadu dan berhirarki
sebagalrnana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
mehputl : /

1. mcngembangkan pusat pelayanan Kota,

- sub pusat pelayanan Kota dan; pusat'
 lingkungan secara merata; '

2. mengembangkan pemanfaatan ruang ant'ar'-
. pusat-pusat pertumbuhan primer, : antara
pusat pertumbuhan primer dengan pusat



pertumbuhan sekunder dan éntaraf pu'sat-.'

pusat  pertumbuhan de'ngan Wilayah -
sekitarnya; ' S L

“mengembangkan pusat pertumbuhan baru _
di kawasan yang belum terlayam oleh
pusat pertumbuhan; dan A

mendorong kawasan perkotaan clan pusat..:
pertumbuhan agar lebih kompet1t1f dan -

“lebih efektif dalam. pengembangan w11ayah )
di sekitarnya. LT

Strategl untuk pengembangan sistem Jan_ngan -

. prasarana - wilayah Kota dan peningkatan

kualitas serta jangkauan pelayanan iutilitas
Kota sebagaimana dimaksud- dalam Pasal 7
huruf b meliputi: : ! i

: 1.

2.

- 6.

7.

meningkatkan keterpaduan inter dan intra

- moda transportasi darat, laut dan udara;

meningkatkan akses serta layanan jaringan -

~jalan arteri, kolektor, jaringan jalan lokal
dan 'jaringan jalan lingkungan baik dalam -

sistem primer maupun dalam sistem’
sekunder; : - ;

mengembangkan jalan bebas hambatan
yang menghubungkan pusat pertumbuhan- :
dan kawasan ekonomi; P

-mengembangkan moda transportasi:massal

perkotaan yang menghubungkan antar
pusat pelayanan Wllayah Kota; :

meningkatkan - kapasitas " dan
pengembangan sistem energi; L
meningkatkan . kapasitas . dan -
pengembangan sistem telekomumkam dan
meningkatkan _s_1stern_ _ 1nfrastruktur
perkotaan. | : :

- Strategi penetapan dan pengelolaan kawasan
“peruntukan lindung sebagaxmana dlmaksud_ .
- dalam Pasal 7 huruf ¢ meliputi: :

- 1.

menetapkan dan = melestarikan fungsi -~
kawasan lindung serta mempertahankan
kawasan berfungsi lindung sesuai dengan '
kondisi ekosistemnya; !

.- mengembalikan dan menmgkatkan fungsr-
‘kawasan lindung yang telah menurun

akibat pengembangan kegiatan budi daya;

mewujudkan RTH Publik dengah luas
paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari .

- luas kawasan terbangun



e
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4. menyelenggarakan upaya terpadu untuk
melestarikan  fungsi hngkungan hidup
~ berbasis wilayah sungai dan daerah al1ran_
sungai; dan .

5. mengelola pemanfaatan sumber daya alam
sesua1 dengan daya dukung lahan.

d. ‘Strateg1 ‘pengembangan dan pengenda.han
kawasan peruntukan budidaya sebagaimana. '

'chmaksud dalam Pasal 7 huruf d mehputl

1. mewujudkan industri par1w1sata, marltlm,
. logistik, = perdagangan - dan : jasa, -
pengembangan teknologi yang mampu
menggerakkan perekonomian nasmnal dan
- internasional;- -

2. mengembangkan sarana. prasarana untuk L
menunjang pemerataan ekonomi w1layah A

dan -

3 mengehdalikan pemanfa'atan , ruang o
‘ kawasan budidaya. * T :

e. Strategi peningkatan fungs1 kawasan untuk-

pertahanan dan keamanan negara sebagalmana
~dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi: '

1. menyedlakan ruang untuk kawasan "
pertahanan dan keamanan; :

- 2. mengembangkan kegiatan secara selektlf di
- dalam dan di sekitar kawasan pertahanan
keamanan; dan - -

3. mengembangkan ' zona penyangga yang = -

memisahkan kawasan pertahanan dan
keamanan dengan kawasan budidaya.

BABIV '
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9 _

Rencana struktur ruang W1layah Kota mehputl

a. pusat kegiatan di wilayah Kota; dan

b. sistem jaringan prasarana

Struktur ruang wilayah Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang meﬁipakan =

bagian yang: tidak tel‘plsahkan dari Peraturan .

Daerah ini.
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Bagian Kedua

Pusat Keglatan di Wllayah Kota

Pasal 10

Rencana pusst legiatan di_wilayah Kota
sebagaimana’ dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf a meliputi: ; !

~a.. PPK;

()

b. SPPK;dan
c. PL.

PPK sebagaimana dimaksud pada.ayat (1) ﬁuruf a, . )

berada di Batam Kota, yang ‘berfungsi sebaga1 _'
pusat pelayanan pemenntahan pendldlkan serta
pusat perdagangan dan jasa. :

SPPK sebagaimana d1maksud pada ayat (1) huruf
b, mellputl : -

a. Lubuk Baja, yang berfungs1' scbagal__' pusat'
pelayanan industri, pusat perdagangan dan -

jasa,  kepelabuhanan, pertahanan dan
keamanan, permukiman dan pusat pelayanan-
pariwisata, ;

b. Sungai Beduk, yang berfungs1 sebaga1 pusat

pelayanan industri, olahraga, permukiman,
serta perdagangan dan jasa; :

c. Batu Aji, yang berfungsi sebagai: pusat
‘pelayanan industri, permukiman, pariwisata,
kepelabuhanan, pertahanan dan keamanan :
dan perdagangan jasa; -

d. .Sekupang, yang berfungsi 'sebagaiif pusat - -
pelayanan industri, pariwisata, permukiman, -
kepelabuhanan, kesehatan, pemerintahan dan -
-perdagangan jasa; | :

e. Nongsa, yang berfungsy sebaga1;f pusat'_
pelayanan industri, pariwisata, permukiman,
pendidikan, transportasi, pertahanan dan
keamanan, dan perdagangan jasa;

}

- £ Kabll yang berfungs1 sebagai pusat pelayanan-

pariwisata, = permukiman, industri dan
perdagangan jasa; B ;

g Galang, yang berfungs1 sebagau pusat

pelayanan pariwisata, industri, permgklman
- perkebunan, dan perdagangan jasa;dan: _
h. Rempang, yang berfungsi - seba@gr:l_i%i pusat
pelayanan pariwisata industri, permlikiman',-
dan perdagangan j jasa. : ‘
PL sebaga1ma_na dlmaksud pada ayat (1) huruf c,
meliputi: _

a. Batu Besar;

1 A 8 SRR b e Rt



‘ Belian; ‘
Bengkong Laut
Duriangkang;
Kabil;
Kasu;

Pulau Buluh;
. Rempang 'Cate;

R oMo e g

Sambau; ':
Setokok; -
Tanjung -Pinggir;

s o

[e— | S—yy
=R T

Tanjung Sari; -
. Tanjung Se:rigkuang;
.Tembem , |

Tiban Lama dan

v o p g

- Tanjung uncang.

- Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

. Pasal 1 1

~ Sistem jaringan prasarana sebagaumana dlmaksud
- dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mehputl

 sistem jaringan transporta31, S
sistem jaringan energi;
sistem jaringan telekomunikasi;

sistem jaringan sumber daya air; dan

© oo T p

infrastruktur perkotaan.

Paragfaf 1
‘Sistem Janngan ’I‘ransporta51
Pasal 12

_ Slstem jaringan transportasi sebageumana dlmaksud
dalam Pasal 11 huruf a, mehputl

a. sistem Jarlngan transportasi darat \
b. sistem jaringan transportasi laut_, c_lan .
c. sistem jaringan transportasi udara.
Pasal 13
Sistern  jaringan - | transportasi darat - sebagalmana"
dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:

a. Slstem Jarlngan jalan;

b. 31stem _]arlngan kereta api; dan ' :



(1)

3)

o a0 o

c. sistem - jaringan - sungai, - danau’ .dan ...

penyeberangan

Pasal 14

Sistem jaringan _]alan sebagaimana dlmaksud
dalam Pasal 13 huruf a, meliputi: : '

a. jaringan jalan;
b. terminal penumpang; dan =
c. terminal barang. |

Jaringan jalan. sebagalmana dlmaksud pada ayat
(1) huruf a, meliputi: : ,

a. jaringan jalan arteri;

jaringan ja.lan kolektor;
jaringan jalan lokal; |
_]armgan jalan toI dan
Jarmgan Jalan bebas hambatan

Jaringan jalan arteri, sebagaimana d1maksud pada.' '
ayat (2) huruf a, meliputi: ;

a. Jarmgan Jalan arteri prlmer '-mélipui:i' ruas
jalan: :

Batam Centre ~ Sp Franky (J L A, Yanl),
Sp. Franky Sp. Kabil (Jl A Yani); |
Sp. Kabil - Muka Kumng (J1. AYam),

Muka Kuning - Tembes; (Jl Letjcn |
Suprapto}; { .

ol N

Tembesi - Batu Aji (J1. LetJen Suprapto),
Tembesi ~ Tanjung Berikat; :
_ Sp Kabil - Sp. Jam (J1. J end Sudlrman),

Sp. 'Kabil - Sp. Punggur '(Jl.f Jend:' S
: Sudlrman),

9. Sp. Jam Sei Harapan (Jl Gajah Mada),

10. Sei Harapan - Sekupang ,(J‘l. RE
Martadinata); o :

11. Sp. Punggur Batu Besar (J1. Hang 'I‘uah)

® N oo

12. Batu Besar — - Nongsa (J1. Hang Jebat JL

Hang Lekiu);

13. Sp. Punggur - Telaga-"Punggur (J1.
Hasanuddm), '

14, Batu Aji — Tanjung Uncang (Jl Br1g]en
Katamso);-

15. J1. Diponegoro  (Sp. Sel Harapan - Sp.
Basecamp Batu Aji); ' :

' 16. Baloi Centre-Sp Sei Ladi (UIB) dan



17.

Sifnp Jam - Batu Ampar (J1. Yos Sui:larso) o

b. jaringan _]alan arteri sekunder mellputl ruas

jalan:

1.

10.

11.
12.
13,
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21,
22.
23,
24,

'(4) Jaringan jalan kolektor, sebaga1rnana dlmaksud

Kawasan Industri Tanjuhg U'nc"'ang' -
Gugusan Pulau Janda Berhlas - Tan_]ung
Riau; :

Kabil —~ Tanjung Piayu;

Tembesi - Sei Lekop; : - o
Kel. Tiban Lama - _Tib_an Koperélsi Kel. -

Tiban Baru; .

Sei Temiang — Tembes1

. Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau : S

Galang Baru di Kecamatan Galang; : ,;

Pulau Batam - Pulau Tengah — Pulau
Boyan - Tanjung Kubu - Pulau Teluk
Bakau, Pulau Lumba, . Pulau: Surai

Cundung - Pulau Uban ~ Pulau Tandur - =
‘Pulau. Panjang - Pulau Bulat - Pulau =
Kepala Jeri — Pulau Anak Ladan - Pulau. e

Ladan; :
Simp. Costarina — Lanal Batu‘ Ampalj_;

Batam Centre — Bandar Udara Hang Nadim
~ Ruas Outer Sengkuang — Batu Ampar;

Ruas Jalan Lingkar (Outer ngroad) L .'

Tanjung Pinggir - Jodoh; .~ -

WTA Duriangkang —-Bumi Perkernahan
Tanjung Uma; .

Workshop PU - Marina;‘ B

Tg. Piayu - Waduk Tembeéi'

Putri Hijau — Simp. Barelang,

P. Bundar P. Rempang, |

Mespd Agung Tanjung Uncang - Marma
Komp. Industrl Kabil; ”
Kabil ~ Pertamina Tongkang;

Simp Perumnas — Nato Sagulung,

Kavhng Baru Perumnas Sagulung,

_Kavhng Baru - Mandalay Sagulung, 5

Komplek Fanindo — Basecamp Marm'a, dan

Pel. Batu Ampar - Sp. Baloi Centre (J1. :
Duyung). ;

- pada ayat (2) huruf b, meliputi:

oa jaringan Jalan kolektor pnmer mehputl ruas
jalan: | S :



10,
11.

12.

14.
15,
16.
17.
18.
19,
20.

21.

ruas Jalan Tanjung Benkat-Sp Sembulang, :
dan R

ruas jalan Sp. Sembulang Pel. Galang

Simp. Muka Kuning - TanJungplayu (Jl.
S. Parman) _

Simp. Marlna City ~ Slrnp Base Camp,_ :

Simp. Industri Taiwan - Slmp Batu Besar:'
(J1. Hang Kestun), :

Simp. Artert KDA - Slmp BI - Bundaran
OB (JL. Raja Isa, Jl. Engku Putrl ’I‘1mur JL.
Engku Putri Utara);

Simp. Trans Barelang - Kantor - Camat
Galang (J1.Batin Limat); :

Simp. - Tobing - Simp. Taman "EMakam :
Pahlawan; . , ;
Slmp ‘Unrika - Sp ngr Batuajl, dan

Simp.Pertamina Tongkang - _ngasan' |
Industri Bosowa Kabil. - : !

Simp. Sei Harapan - Sei Termang (Kh.
Ahmad Dahlan);

Simp. Kalista — Simp. Frangky - Slmp
Underpass Pelita (JL. Laksamana Bmtan) -

- Simp. Telkom (Jl Sriwijaya);
13.

Slmp Patung Kuda Sei.  Panas' — Slmp o
Bengkong Seken (Jl. Raya Sei Panas),

Simp. Garama - Golden Prawn [Jl Yos
Sudarso, Jl.Sumatera); -

Pelabuhan Sagulung - Simp. EPolsek
Tanjung Uncang; ' %

Simp. Jam - Simp. Masjid Raya Batam
Kota (Jl. Raja Haji Flsablhllah),

Simp. Kalista -~ Simp. Kantor Camat Batam
Kota (Jl Orchard Boulevard), e

Slmp Trakindo / B1ntang Industn T_]

Sengkuang (JL. Kerapuy);

Simp. 'Bundaran OB - Sp. Baru Ocanna"
(J1. Ibnu Sutowo) ;

Slmp KDA - Simp. Arteri Dotamana (Jl
Selasih, J1. Raja M. Saleh),

Simp. Dotamana - Simp. SMAN 3 - Simp.

. Bandara (Jl. Tengku Sulung, Jl Hang
“Nadim); 2 A

22,
23,

Bundaran Tuah Madani - Ocarma-

Simp. -Kawasan Industri — Indah Puri
(Patam Lestari);



(6)

(8)

24, Sll‘np Mitra Mall - Slmp Hldayatullah
Batua_]l : S

25. Jalan Lingkar Kawasan Industrl Batamex
‘ Tan_]ung Uncang, ‘ -

26. Simp. Indomobil - Snnp Baloi Center'.‘ -

| (Jl. Bunga Raya); o
b. Janngan jalan kolektor | sekunder mehputl 3

- seluruh ruas jalan yang berada d1 seluruh o

Kecamatan

~Jaringan jalan lokal berupa jaringan Jalan lokal'
sekunder sebagaimana  dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ meliputi seluruh ruas Jalan yang. berada di-o

seluruh Kecamatan.

Jaringan jalan tol sebagaimana dlmaksud pada
ayat (2) huruf d, yaitu ruas jalan meliputi: '

a. ruas jalan Pelabuhan Batu Ampar '—Mukal_.__ T

Kuning-Bandara Hang Nadim; dan

b. Sp Kabil-Kawasan Industri Muka Kunmg-Pulau
Galang Baru.

Jalan  bebas hambatan - sebagaimana dlmaksud :
pada ayat (2) huruf e meliputi Jembatan Sp Kabil-
Pulau Tanjung Sauh-Bintan.

Terminal penumpang sebagalma_na dlmaksud pada

: ayat (1) huruf b, meliputi:

" ‘a. terminal txpe B berada d1 Kecamatan Nongsa, o

9

(1)

c. jalur kereta api Batu Ampar ~ Sekupang;f. -

dan

b. terminal txpe C berada di Kecamatan Batu
-Ampar dan Kecamatan Galang. :

Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf ¢, berada di- Kecamatan Nongsa,

Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Sekupang.

Pasal 15

S1stem Jarlngan kereta api sebagalmana dlmaksud
dalam Pasal 13 huruf b, meliputi: -

a. jaringan jalur kereta api umum; dan
b. - stasiun kereta api.

Jarmgan jalur  kereta ap1 umum sebagalmana .
dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu _]arlngan }
Jalur kereta api perkotaan, yang meliputi:

a. jalur kereta api Batu Ampar — Bengkong -
Lubuk Ba_}a - Batam Kota - Bandara Hang
Nadim; : :

b, Jalur kereta api Batam Centre - Batu Ajl -

Sagulung — Tanjung Uncang;

|
:
o

!



(1)

@

(3)

o o

d. jalur kereta api Pelabuhan Telaga Punggur -
Batam Centre; ‘

e. jalur kereta api Pelabuhan Telaga Punggur -

Batu Besar - Bandara Hang Nadim;

£ jalar kereta apl Sambau - Bandara Hang --
" Nadim; dan : z

g. Jjalur kereta api Batu Ampar - Bengkong -
Batam Centre - Bandara Hang Nadim.

Stasiun kereta api sebagaimana dlmaksud pada
ayat (1) ‘huruf b, yaitu stasxun penumpang, yang .o
- berada di:

a. Kecamatan Nongsa; : | _
Kecamatan Sungai Beduk;
Kecamatan Batam Kolta;:':'- |
Kecamatan Batu Ampar;‘ -
g Keclamatan_ Lubuk Baja;
Kecamatan Sagulung;

_ Kecamatan Bengkong,

Kecamatan Batu Aji; dan

o
.

Kecamatan Sekupang.

Pasal 16

'.!p

Sistem Ja.rlngan sungai, danau dan penyeberangan e

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c
meliputi: -

a. lintas penyeberangan; dan

'b. pelabuhan penyeberangan

Lintas penyeberangan sebagalmana dlmaksud |
pada ayat (1) huruf a meliputi: :

a. Telaga Punggur - Kabupaten Anambas

(Prov1n51 Kepulauan Riau); .

b Telaga Punggur - Tanjung Pmang (Prov1n31' -

-~ Kepulauan Riau);

c. Telaga Punggur - ’I‘anjung Uban (Kabupaten
~ Bintan); - :

d Telaga Punggur - Kabupaten ‘Lingga (Prov1ns1 ..

~Kepulauan Riau);

‘e. Telaga Punggur - Kabupaten Karimun; dan

f. Telaga Punggur - Mengkapan (Provinsi Rlau)

Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1) huruf b  berupa pelabuhan
- penyeberangan kelas I yaitu Pelabuhan Telaga
) Punggur berada di Kecamatan Nongsa .

Y S A A e i N i 2



(1)

@

@

~ ¢ alur pelayaran
(2)

FRote o Top

j.  Kecamatan Bengkong;

'b. Batam — Singapura;

Pasai 17

Sistem jaringan transportasi laut sebagalmana
~ dimaksud dalarn Pasal 12 huruf b, mehput1

a. pelabuhan laut
b terminal khusus dan

Pelabuhan laut sebagaimana d1maksud pada ayat

(1) huruf a meliputi:

a.  pelabuhan utama berada di Kecamatan Batu 3
- Ampar; :

~b. pelabuhan pengumpul berada d1 Kecamatan &

Belakang Padang;

c. pelabuhan pengumpan reg1onal berada ch '_
Kecamatan Bengkong; ~

- d. pelabuhan pengumpan lokal berai:la 'cl1

Kecamatan Sagulung, Kecamatan Lubuk Baja, .
. Kecamatan Sekupang, Kecamatan Batu Aji, -

Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan -

Nongsa, Kecamatan Galang, Kecamatan Batu
Ampar, Kecamatan Sungai Beduk, Kecamatan
Bengkong dan Kecamatan Bulang, dan |

e. terminal umum berada = di Kecamata_n
Sekupang, Kecamatan Nongsa, Kecamatan
Batam ' Kota, Kecamatan Bengkong dan;'
Kecarnatan Galang. o i

Terminal khusus sebagaimana dlmaksud pada'-
ayat (1) huruf b berada di: :

Kecamatan Sekupang;

Kecamatan Bulang; | | L

Kécamafan Sagulung; . _

Kecamatan Batu Aji; PR .'

Kecamatan Nongsa; __

Kecamatan Belakang Padang;
- Kecamatan Batu Ampar;

Keéamétan Galang;

—

Kecamafan Lubuk Baja;

k. Kecamatan Sungai Beduk; dan
1. Kecamatan Batam Kota. |

Alur pelayaran sebaga:mana dlmaksud pada ayat .
(1) hurufc mehput1 :

a. Batam — Malaysia;

¢. Batam - Provinsi DKI Jakarta;



(1)

(2)

@
. dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

" a. ruang udara untuk penerbangang yang S

@
- "dimaksud pada ayat (3) meliputi pengaturan dan
“pengelolaan - kawasan  keselamatan  operasi

(1)

L
:

o pg T~ T

d. Batarh - Natuna'(Provinsi Kepulauan Riaj.l);

e. Batam - Karimun (Provinsi Kepulauan Rfau); :

f. Batam - TanJungpmang (Provinsi Kepulauan AT

Riau};

| g. Batam - Bintan (Provinsi Kepulauan Riall.l);'

~'h. Batam - Lingga. (Provinsi Kepulauan Riauy);

Batam - Anambas (Provinsi Kepulauan Rlau),
- Batam - Riau; - ' :
Batam Sumatera Utara'
Batam — Sumatera Selatan :
. Batam - Bangka Provinsi Bangka Behtung,
Batam - Kahrnantan Barat ‘dan i

Pengembangan alur pelayaran alternatlf
lainnya berdasarkan kajian teknis dan:sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-_
_undangan. S i

Pasal 18 - EEE '

-Slstem jaringan transporta31 udara sebageumana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf ¢, meliputi: :

i
:

. a. bandar udara; dan

: __b ruang udara untuk penerbangan

Bandar udara sebagaimana dimaksud padasayat 1
huruf a, meliputi bandar udara pengumpul skala
pelayanan primer berada di Kecamatan Nongsa.

Ruang udara untuk penerbangan sebagéimana

dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar
udara; dan :

~b. ruang udara di sekltar bandar udara yang

dlpergunakan untuk opera81 penerbangan

Ruang udara - untuk penerbangan sebagmmana

penerbangan lebih lanjut  dilaksanakan 'sesuai

‘dengan  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan. =

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energl
Pasal 19

Sistem jaringan energi sebaga1mana dlmaksud

dalam Pasal 11 huruf b mehputl

- a. jaringan infrastruktur mlnyak dan gas buml, :

dan
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3)

b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan :

‘Jaringan infrastruktur minyak dan gas! bum1 o
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,- RS

meliputi:

a. Jarmgan yang menyalurkan- mlnyak dan gas
bumi dari fasilitas . produksi ke kilang -
pengolahan dan/atau tempat penylmpanan_
ditetapkan mellputl ‘

1. Grissik = (Sumatera Selatan}'—-Batam—'_ o

_ Smgapura, : . o

‘2. West Natuna Transport System (WNTS)-:"”.__". |
terhubung ke Pulau Pemping - Jarlngan' s

Tanjung Uncang Batam;

‘3. Natuna Blok D-Alfa (East Natuna) -
. Kabupaten Natuna - Kabupaten Kepulauan
Anambas - Kota . Batam -: Kota

Tanjungpinang  -Kabupaten Bintan - -

Kabupaten Karimun - Dur1 (Riau);

b. jaringan - yang rnenyalurkan gas bum1 dari 3
kilang pengolahan ke konsumen meliputi:

1. Kecamatan Nongsa;
Kecamatan Batam Kota;
Kecamatan Bengkong;
Kecamatan Batu Ampar; N
Kecamatan Lubuk Baja;
Kecamatah Sekupang;

Kecamatan Sagulung;

e i

Kecamatan Batu Aji;-

. Kecamatan Sungai Beduk;

' _10 Kecamatan Belakang Padang,
11, Kecamatan Bulang; dan -
12. Kecamatan Galang

c. Depo minyak dan gas (m1gas) yang mehputl-
terminal minyak dan gas yang terdapat di di
Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan
Batu = Ampar, Kecamatan Nongsa dan
Kecamatan Sekupang; : L .

'd. Rencana Liquefied Natural Gas (LNG) Recewmg'

Terminal d1 Kota Batam;dan

e. Pengembangan Compressed Natural Gas (CNG) o
di Kota Batam.

Jaringan 1nfrastruktur ketenagahstrlkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b '
meliputi: ' -

Ca infrastruktur pembangkit tenaga 11str1k dan'

sarana pendukungnya meliputi:



10.
11.

 Ampar; i
12,

13.
14.

15.
16.

17.

20.
21,
22.

27.

. PLTU Tanjung Kasam [ di chamatan_ L

Nongsa; - _
PLTU Tanjung Kasam II di Kecamatan

: Nongsa

PLTU Pulau Rempang d1 Keceim'atan
Galang; : :

PLTU Pulau Galang di Kecamatan Galang, _

PLTG Kepala Jer1 di Kecamatan Belakang -
Padang; o

PLTG Panaran I di Keca_matan Sagulung,

- PLTG Panaran 11 di Kecamatan Sagulung, )
_ PLTG-Tanjung Uncang di Kecamatan.Batu o

Aji;

.~ PLTD Sunga1 Baloi di Kecamatan Batam |

Kota;

PLTD Batu Ampar I di Kecamatan Batu
Ampar;

PLTD Batu Ampar I di Kecamatan Batu

PLTD Tanjung Sengkuang di Kecamatan o

Batu Ampar;
PLTD Sekupang di Kecamatan Sckupang,

PLTD - Belakang padang di. Kecamatan
Belakang Padang; :

PLTD Pulau Terong di Keca;;matan

- Belakang Padang;

PLTD Pulau Pecong di Kecématan .
‘Belakang Padang; :

PLTD Pulau Kasu di Kecamatan Belakang.

 Padang;
18.
19.

PLTD Pulau Karas di Kecamatan Geilang;

PLTD Pulau Sembulang di Kecarnatan
Galang.; '

'PLTD Pulau Abang di Kecamatan Gala_ng;

PLTD Pulau Buluh di Kecamatan Bﬁlang,

'PLTG Sungai Baloi di Kecamatan Batam
- Kota;. , P

23,
24,
26.

PLTG Panaran di Kecamatan Sagulung,

PLTG Kabil Citra Nusa,

PLTU Panaran di Kecamatan Sagulung,

PLTG Tanjung Uncang I d1 Kecamatan
Batu Aji; o P

PLTG Tanjung Uncang II di Kecamatan
Batu A_]l, :



28.
29,
30.

31.
- 32.
33.

34.
35.

36.

37.

PLTSa (sampah) TPA Telaga Punggur dl' |
Kecamatan Nongsa; =

PLTSa Pulau Bulan di Kecamatan Bulang,

- PLTG Sungai Ba101 di Kecamatan Batam '
- Kota; ]

PLTG Batu Ampar I di Kecamatan Batu'. |

Ampar

. PLTG Batu Ampar 11 di Kecamatan Batu S

Ampar;

é

- PLTG ’I‘anJung Sengkuang di Kecamatan Y S .
‘Batu Ampar, _ PR

:-PLTG Sekupang di Kecarnatan Sekupang, | |
PLTG New 1, PLTG/E Kabil, PLTG/E S

PLNB, PLTG New 2;

PLTD Jembo, PLTD Sekupang I PLTD_ :
Sekupang I[; dan -

Pembangkit  Listrik Energi ‘Baru -

" Terbarukan di Kota Batam.

. . infrastruktur penyaluran tenaga hstrlk dan.
sarana pendukungnya, meliputi:

1.

3 )_.; saluran udara tegangan tlnggl (SUT’I‘] e

: Jarmgan transmisi tenaga llstnk untuk' -
menyalurkan tenaga listrik antar | 51stem e

mehputl

berada di: : _
1) ~ Baloi - Se_ngkuang - §Sungai' E
. Panas - Bengkong; e
- .2) Baloi — Baloi Permai — ?Tamani
- Baloi; ~; o

- 3) . Batu Besar - Tanjung Kasam, _

4) Tanjung Kasam - Muka Kumng =
Sungai Beduk; R

 5)  Muka Kuning - Panaran Muka
- kumng Hutan Tembem,

~ 6) Panaran — Batu Aji - Sagulung —

Hutan Wisata Muka Kuning; . . .

o 7) ‘Batu Aji- Sungai_Harapap;

" 7'8) Sungai Harapan — Baloi; | - R

 9) BatuAji- Tanjung Uncaﬁg; IR
S 10) Batu Besar — Nongsa; .

11) Tanjung Kasam . - Béltam -

Bmtan, dan

'12) Panaran - Rempang Galang

H
¢
H



b} | Gardu Induk (GI) berada d1

)

)

B f#)
5
6

7)

 8)__

'10)

GI Baloi di Kecamatan i Batam
Kota; :

GI Sungai Harapan odi

Kecamatan Sekupang;

GI Tanjung Sengkuang di
Kecamatan Batu Ampar :

Gl Sambau d1: Kec_a.matén
Nongsa,; o

GI Tanjung Uma d1 Kecamatan
Lubuk Baja; :

GI Nongsa di Kecamatan Nongsa,
GI Tanjung Kasam di Kecamatan' |

Nongsa;

- GI Muka Kumng di Kecamatan .'
, ___.‘SungalBeduk R
9

.- Sagulung;

GI Panaran di_' -Keciamatan

GI Tanjung - Uncang di

. Kecamatan Batu Aji;

-11)
.1'2)

13)
14)

15)

- 16)

Gl Tanjung Uncang ‘1 di
Kecamatan Batu aji; =~

-GI Dunangkang di Kecamatan

Sungau Beduk;
GI Kabil di Kecarnatan Nongsa
GI Rempang di Kecarnatan

‘Galang;

GI Batu Besar di K_eciématan
Nongsa; dan ' :

GI Galang di Kecamatan Galang

2. ~1:=1r1ngan dlstrlbus1 tenaga hstnk mehput1

" a) saluran distribusi lamnya berada di:

1) Sistem jaringan Interkoneks1
Batam-Bintan; dan - : :
2) Sistem  jaringan disitribusi'
Batam-Belakang Padang.
Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

o © . Pasal 20 R 1 "

(1) Sistém jaringan'

telekomunikasi sebagmmana

dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, mel1put1 .

- a. jaringan tetap; dan

b. jaringan bérg’c_arak.



@

&

Janngan tetap sebagalmana dlmaksud pada ayat :
(1) huruf a, berada d1 o

- a.

- .

b.

jaringan “kabel tetap lokal rnellputl seluruh

wilayah - kecamatan yang terletak di Pulau

Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah; Pulau

‘Setokok, - Pulau Rempang, Pulau Galang,

Pulau Janda Berhias, Pulau- Bulan, Pulau
Belakang Padang dan Pulau Galang Baru.

_]anngan kabel serat optik bawah laut mehputl :

1. koridor Batam - Singapura, dengan titik
landas (landing point) di Kelurahan Batu .
Besar, Kecamatan Nongsa dan titik

landas (landing point) di Kelurahan
Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang;

2. koridor Batam — Malaysia (Renglt), dengan-
- titik landas (landing point) di Tanjung
- Pinggir, Kecamatan Sekupang;

3. koridor Batam - Bintan, dengan titik
- landas (landlng point) di Tanjung Kasam
Kecamatan Nongsa; dan’

4. koridor Batam - Jakarta, dengan titik

 landas (landmg pomt) di Tan_]ung Kasam
. Kecamatan Nongsa.

H

'Jarlngan bcrgerak sebagalmana d1maksud pada
- ayat (1) huruf b, mehputl :

jaringan bergerak: teresterlal yang berada d1
seluruh kecamatan; dan

] Jarmgan seluler berupa jaringan bergerak

meliputi sambungan nirkabel dan menara 4

. Base Transceiver Station (BTS) yang dikelola

dengan sistem menara telekomunikasi

- bersama berada d1 seluruh kecamatan

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

(1)

(2)

Pasal 21

Sistem _]armgan sumber daya - air sebagalmana

- dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi sustem
jaringan sumber daya air Kota. . :

Sistem jaringan sumber daya air Kota sebagaumana
dimaksud pada ayat (1), meliputi: -

a.

sumber air permukaan, mehputl

1. Sungau Nongsa di Kecamatan Nongsa,

2. Sunga1 Sagulung di Kecamatan Sagulung,

3. Waduk Sungai Harapan berada di
Kecamatan Sekupang, o o



4, Waduk Sungai Ladi berada di Kecamatan )
- Sekupang dan Kecamatan Lubuk Ba_]a
5. Waduk Nongsa berada di Kec;am_atari o
4'N0ngsa, s :
6. Waduk  Muka Kuning -'bérédd' ' -'d_i i
' Kecamatan Sungai Beduk; P >

7. Waduk Piayu berada di Kécfa'matah
Sungai Beduk dan Kecamatan Bulang;
8. Waduk  Duriangkang  berada - _di
Kecarnatan Sungai Beduk; : _
9. Waduk Sungai Rempang berada d1
~ Kecamatan Galang; :

10. Waduk Sunga1 Cia berada di Kecamatan- i

 Galang; _ : A

11. Waduk Pulau Abang berada di Kecamatan _
Galang;

12, Waduk Pulau Air Raja. beré.da _di
Kecamatan Galang;

13. Waduk Sungai Galang berada di
_ Kecamatan Galang;

14. Waduk DAM Galang-Galang Baru berada
- di Kecamatan Galang; _ ;.

15. Waduk Sembula_ng berada d1 Kecamatan

- Galang; , '

16.. Waduk Sungai Gong berada d1 Kecamatan
Galang, ' - :

17. Waduk Sekanak I, Waduk Sekanak I,

- Waduk . Pulau Pemping, Waduk’ Pulau

- Lumba, Waduk Pulau Mecan berada di
Kecamatan Belakang Padang;

18. Waduk Pulau Bulang Lintang dan fWaduk
Pulau Bulan berada di Kec{atmatan_.
Bulang;

19. Waduk Tembesi berada di Kecamatan"

- "Sagulung dan Kecamatan SungaJ Beduk e

dan

20. Waduk/ embung berada di pulau terluar ‘
dan pulau kecil. :

prasarana sumber daya air, mehputfsmtém
- pengendalian banjir berupa sistem jaringan
drainase = dan- kolam  retensi | yang
d1kembangkan ' untuk - mencegah,
menanggulangi dan memulihkan kerusakan
akibat daya rusak air;

Jarmgan air baku untuk air minum berada d1

1. Kecamatan Sekupang; RN Bt h

2. 'Kecamatan Sungai Beduk;



(1)

@)

Infrastruktur perkotaan sebaga1mana dlmaksud- - E

3. _KéCamatan Nongsa;
4. Kecamatan Belakang Padang;

5. Kecamatan Bulang;

6. - Kecamafan Sagulung; dan

7. Kecamatan Galarig.

' Parag_faf 5] :
Infrastruktur Perkotaan ' x
Pasal 22 -

dalam Pasa_l 11 hurufe, rnehputl

- G

sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya |
dan Beracun (B3);

‘sistem jaringan persampahan kota;

sistem jaringan evakuasi bencana;

sistem’jaringan drainase;

sistem jaringaﬁ pejalan kaki; dan

sistem janngan jalur sepeda.

b
H

i
i

SPAM sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf

a. SPAM;
b. SPALD;
d
e.
f.
g
h
a mehpuu
a.

_]anngan perplpaan mehputl

1. unit a1r baku berada di:

. a)
b)
C)

| 4

g_)-

Waduk Sungai Harapan berada di
Kecamatan Sekupang :

Waduk Sungai Ladi bera:da di:

- Kecamatan Sekupang; .
- Waduk Nongsa berada di Kecamatan

Nongsa

Waduk Muka Kuning berada di

Kecamatan Sungai Beduk;

‘Waduk Piayu berada di Kecamatan LR

Sungal Beduk o R )
“Waduk Duriangkang berada ._di SO
Kecamatan Sungai Beduk ' S

Waduk. Sungal Rempang, Waduk :

Sungai Cia, Waduk Pulau ‘Abang,
- Waluk Pulau Air Raja, Waduk

Sungai = Galang, Waduk :Pulau

Sembulang dan Waduk Sunga1 Gong ..
" berada di Kecamatan Galang,



h)

Wéldlik Sekanak 1 berada drl. Pulau

- 'Sekanak  Kecamatan Belakang

- Padang,

3)

)

. Waduk Sekanak II berada d1 Pulau'_“_'_
- Sekanak Kecamatan Bclakang
Padang; ' : '

Waduk Pulau Dempmg berada di
Pulau Pemping Kecamatan Belakang
Padang; '

Waduk Pulau Lumba, Waduk Pulau

Mecan berada d1 Kecamatan
Belakang Padang; : g '

‘Waduk Pulau Bulang L1ntang bcrada'
- di Kecamatan Bulang; ]

. Waduk DAM Galang-Galang Baru'
. berada di kecamatan Galang; :

" 'Waduk Tembesi berada di Kecamatan
- Sagulung - dan Kecamatan Sunga1 '
- Beduk; dan ‘

Waduk/embung yang berada di

pulau-pulau di luar Pulau Batam
Rempang dan Galang. -

2. unlt produksi/IPA berada di:

-a)

Kecamatan Sekupang mehputl IPA.

Sungai Harapan dan IPA Sungal

- Ladi;

. |
c)

d)

'g)

h)

-+ Setokok; dan

‘Kecamatan Lubuk Baja mellputl IPA -

Sungal Ladi;

~Kecamatan Sungai Beduk IPA

Dunangkang, dan IPA TanJung Playu,

Kecamatan- Nongsa mehpuu IPA
Nongsa,; ¥

Kecamatan Batu  Aji mellpun IPA
Waduk Muka Kuning; :

Kecamatan Sagulung mellputl IPA

‘Tembesi, IKK T1angwangkang, :

" Kecamatan Belakang Padang
~meliputi IPA Sekanak I, IPA Sekanak

II; IPA Pulau Pemping, dan IPA Pulau
Mecan IPA Embung Pulau Karas IPA
Embung Pulau Terong, IPA: Pulau
Kasu, IPA Pulau Gerantlng dan IPA

- Pulau Pecung, :
Kecamatan Bulang mehputl IPA

Bulang Lintang dan IPA Embung



3. un1t dlStI'lbLlSl berada di:

i) Kecamatan Galang meliputi IPA
- Sungai Rempang, IPA Sungai Cia, IPA

- Sungai Gong, IPA Sungai :Galang

- dan [PA Air Raja, IPA Embung
Sembulang, IPA Pulau Abang, IPA
Pulau - Subang Mas dan IPA Sei
Monggak / Rempang '

a) Kecamatan Sekupang,
b)  Kecamatan Saguiung;
¢) Kecamatan Sungai Beduk;
d) Kecamatan Nongsa;
‘e) Kecamatan Batam Kota
'f]l Kecamatan Bengkon_g, _
g Kecamatan Batu Ampar-'_ o
h)' Kecamatan Lubuk Baja; o
i) Kecamatan Belakang Padang,
j) j . Kecamatan Bulang; dan
k) Kecamatan Galang. '

bukan = jaringan perpipaan meliputi
pengolahan air laut menjadi air minum Sea
Water Reverse Osmosis (SWRO) di Kecamatan
Nongsa, ' Kecamatan Belakang Padang,

- Kecamatan . Bulang, Kecamatan Batu -Aji, | B

Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan
Galang. ;

(3) SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b berada di:

a.

I S

— W . %-. e

z

‘Kecamatan Sungai Beduk;

Kecamatan Batam Kota;
Kecamatan Nongsa;
Kecamatan Lubuk Baja; _
Kecamatan Sekupang; - i
Kecamatan Galang; :
Kecamatan Sagulung;
Kecamatan Batu Ampar;
Kecamatan Bulang;
Kecamatan Bengkong;

Kecarnatan Sagulung;

Kecamatan Belakang Padang, dan o

Kecamatan Batu Aji.



(4)

(5)

(6)

(7)

Slstem pengelolaan 11mbah bahan berbahaya dan
beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ berada di Kecamatan Nongsa  dan
Kecamatan Bulang. _ o

Sistem jaringan persampahan wilayah sebaga;mana'
dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

a.
b.

TPS berada di seluruh Kecamatan 3
TPA berada di: _ o 3
1. Kecamatan Nongsa;

2. Kécamatan Belakang Padang;

3. Kecamatan Galang; dan -
4, Kecamatan Bulang. '

S1stem Jarmgan evakuasi. bencana sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: -

a.

Slstem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat S
(1) huruf f mel1put1

_a.

PN AN

: Jarmgan drainase sekunder, mellputl: ;‘

jalur evakuasi bencana mellpuu Janngan' '

arteri primer, jalan kolektor primer dan jalan
lokal yang tersebar di seluruh kecamatan yang "
dilengkapi dengan petunjuk arah dan jalur

~ evakuasi menuju ruang evakuasi; dan :

ruang evakuasi bencana meliputi sarana
prasarana umum dan perkantoran yang
dilengkapi = fasilitas pendukung evakuasi

- bencana yang berada seluruh kecamatan

B
Jarlngan dramase primer, meliputi:

: Kecamatan Batu Aji;

- Kecamatan Sekupang;
Kecamétan Sungai Beduk;
Kecarhatan Sagulung;
Kecamatan Batu Ampar;
Kecamatan Bengkong,
Kecamatan Nongsa;

: Kec_arnatan Ba_tam Kota; dan

9. 'Kecématan Lubuk Baja.

.Kecamatan Batu Aji;
_-'.Kecar'natan Sekupang;
‘Kecamatan Sungai Beduk;
" Kecamatan Sagulung;
Kecar_natan Batu Ampar;
Kecamatan Berigkong;

.“I.O‘.U‘:P.‘-"!\J!“

Kecamatan Nongsa; :



8. ' Kecamatan Bats.rn Kota, dan

9. Kecamatan Lubuk Baja

‘c.  jaringan drainase tersier, rnehputl saluran :

®

©)

® % 0”g o'p g

- drainase pada Jalan lingkungan di sclufuh
kecamatan ;

Sistem jaringan pejalari kaki berupa ruas Epejalan
kaki sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf g
meliputi sisi ruas jalan:

jalan Ga}ahmada,

jalan Laksémana Bintan;
jalan Haji Fisabilillah;
jalan Abulyatama; '

jalan Ibnu Sutowo;

jalan Ahmad Yani;

jalan Raden Patah;

jalan Pasir Putlh,

jalan Bunga _Raya;

B@ e a0 oow

—.
H

jalan Bfigjen Katamso;

_]alan Engku Putri; :
. Ja_la_n Engku Putri Barat ;
L Jalan Engku Putri Utara; ' o

_ Ja.lan Engku Pl.ltI‘l Tlmur (I

e e

| _]alan Sultan Abdurrahman o
Jalan Raja Ah Ha_u '
Jalan Imam Bonjol; |

- jalan Pembangunan dan

 Baloi Centre - Sp. Sel Ladi (UIB).

Sistem jaringan jalur sepeda berupa‘: ruas
sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf h
meliputi:

‘a.  Tanjung Uncang Sp.Basecamp - Sp. Sunga1

Harapan - Pelabuhan Sekupang;

g

Sp. Sungai Harapan - Sp. Jam;
S.p._ Baseéamp - Sp. Kabil;

Sp. Tembesi — Pulau Galang Baru;
Sp. Mukakumng Tanjung Piayu;

Moo oo

Sp. Pelabuhan Batu Ampar - Sp. Jam - Sp.
Kabil - Sp. Punggur; :

Sp Punggur - Sp. Batu Besar;

0

 h. Sp Punggur-— Sp. Pelabuhan Punggur

i Sp Nongsa Point Marma - Sp Batu Besar _

' Sp Ta_lwan



i JL Llngkar Punggur dan - g f
k. - Bundaran ’I‘uah Madani -~ Bengkong Sadal. _

. BABV

RENCANA POLA RUANG WI.LAYAH KOTA

(1)

(2)

Bagian Kesatu
Umum

Pasél 23

Rencana pola ruang wilayah Kota,. meliputi:' :
a. kawasan peruntukan lindung; dan |
b. kawasan peruntukan budidaya. = s
Rencana pola' ruang Wilayah Kota. sebagéimana

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta - :

Pola Ruang dengan tingkat ketelitian 1: 25 000 "
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan baglan tidak terplsahkan dari
Peraturan Daerah ini. _

Bagian Kedua
Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 24-

Kawasan- peruntukan llndung sebagalmana dlmaksud-'

(1)

" dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. kawasan yang  memberikan perhndungan
terhadap kawasan bawahannya; '

kawasan perlindungan setempat;

. kawasan konservasi;

b

c

d. kawasan cagar budaya;

e. kawasan ekosistem mangrove;
f.  Ruang terbuka hijau; dan

g

Badan air. o - {
Pasal25 ol

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap

kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud -
dalam Pasal 24 huruf a yaitu kawasan: hutan
lindung dengan luas lebih kurang 19.395 (sémbllan-
belas ribu tiga ratus sembilan puluh hma) hektar
yang berada di:

a. Kecamatan Batam Kota;
b. Kecamatan Batu Aji; ' N
c. Kecamatan Bengkong; |
d

Kecamatan Bulang;



S @RoMmoo

- Kecamatan Galang; _
Kecamatan Lubuk Baja; -
_ Kecarnatan Nongsa;

_ Kecamatan Sagulung;

+ —
.

' Kecamatan Sungai Beduk dan

- Kecamatan Sekupang

(2)

(1)

@

)

(1}

(2)

'Perubahan * peruntukan dan fungsi': serta
penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentlngan L

pembangunan di luar kehutanan sesuai ketentuan_
peraturan perundang undangan. Lo

" Pasal 26 _

Kawasan = perlindungan setempat sebagalmana h
dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi .

‘a. sempadan sungai; dan

b. kawasan sekitar waduk.

Sempadan sungal sebagalmana dlmaksud pada
ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 9
(sembilan) hektar yang berada di Kecamatan
Nongsa dan Kecamatan Sagulung. i '

Kawasan sekltar waduk sebagaimana dlmaksud_

pada ayat (1) huruf ¢ ‘dengan luas lebih kurang 75_ p
(tuJuh puluh llma) hektar yang berada d1 ;

a. Kecamatan Lubuk Ba_]a,

b. Kecamatan Sekupang; o

c Keéam'atan Bulang;

d. - Kecamataﬁ Belakang Padang; dan
e. Kecamatan Galang.

" Pasal 27

Kawasan konservas1 sebagaimana dlmaksud dalam
Pasal 24 huruf c yang terdiri dari: ;

a. Kawasan Pelestarian Alam; dan
b. Kawasan Taman Buru.

Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud .
pada ayat (1) huruf a meliputi Taman Wisata Alam
dengan luas lebih kurang 901 (sembllan ratus satu)
hektar yang berada di: :

a. Kecamatan Batarn Kota, |
b Kecamatan Batu Aj,; ) f .
C. Kecamatan Sunga1 Beduk; dan o

d "Kecamatan Sekupa_ng



(3

‘Kawasan Taman Buru sebagalmana dlmaksud pada

- ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 2.642
- (dua ribu enam ratus empat puluh dua) hektar S

yang berada di Kecamatan Galang

Pasal 28

Kawasan cagar budaya sebaga1mana dlmaksud dalam
Pasal 24 huruf d, meliputi: -

‘a.. tempat pertemuan Ra_]a Lingga dan Raja Johor G
- yang berada di Kecamatan Bulang; :

b bangunan pemnggalan tentara Jepang yang |

berada di Kecamatan Galang,

c. makam Nong Isa yang berada di Kecarnatan '
~ - Nongsa; . ;

d. makam Ha_]l ‘Daeng Puang yang berada di

Pulau Bulang Lintang Kecamatan Bulang, dan-
e. lokasi bekas perumahan pengungsi Vletnam

yang berada di Pulau Galang chamatan

Galang. : S i

i -
i

Pasal 29 R S

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana duiaaksud
dalam Pasal 24 huruf e, dengan luas lebih kurang 404

(empat ratus empat) hektar berada di:

(1),

persen mehputl

(2)

-&. - Kecamatan Galang;

o RO T

Kecamatan Batu Aji;
Kecamatan Bulang; = ol
Kecamatan Belakang Padang; dan ' |
Kecamatan Nongsa." : :
Pasal 30
RTH Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
huruf f ditetapkan paling sedikit 30% (tlga puluh)

~a. proporsi RTH pubhk seluas paling sedlklt 20%

(dua puluh persen) dari luas kawasan
terbangun Kota; dan - z

b. propor31 RTH privat seluas palmg scd1k1t 10%
(sepuluh persen) :

PI’OpOI‘Sl RTH publik seluas pahng Sedlklt 20% (dua
puluh persen) dari luas kawasan terbangun Kota

‘sebagaimana’ dimaksud pada ayat (1) huruf a

seluas lebih kurang 5.299 (lima ribu dua: ratus.
sembilan puluh sembilan) hektar meliputi: taman

~ RT, taman RW, taman kelurahan, ‘taman

‘kecamatan, taman kota, hutan kota, medlan Jalan

jalur hijau kota, zona penyangga hijau (buffer zone),
lapangan olahraga, ‘sempadan sungai, sempadan '



- waduk, mangrove dan pemakaman vang berada d1:
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- - ayat (1) huruf b dengan luas 10 % (sepuluh persen) _
~dari luas kawasan terbangun di seluruh
- kecamatan. : :

@

H-
1 -

Kecamatan Batam Kota; -
Kecamatan _Batu Aji; |
Kecamatan Bulang;
Kecamatan Galang; _
Kecamatan Lubuk Baja;'-' |
Kecamatan Nongsa;
Kecamatan Sagulung;
Kecamatan Sunga1 Beduk dan
Kecamatan Sekupang

Proporm RTH' privat sebaga1mana dlmaksud pada -

RTH yang berdasarkan ketentuan pefaturan

perundang-undangan di bidang kehutanan masih

- ditetapkan .. sebagai kawasan hutan lindung
~selanjutnya’ disebut kawasan hutan lindung/
‘kawasan ruang terbuka hljau seluas lebih kurang

33 (tiga puluh tiga) hektar yang berada di:
a. Kecamatan Batu Aji;
Kecamatah'Bulang; |

Kecamatan Galang;

Kecamatan Sagulung,

Kecamatan Sungai Beduk; dan ' ,

b

c
" d. Kecamatan Nongsa;
-

f

g

(5).

Kecamatan Sekupang. - B _
RTH  yang 'berdasarkan ketentuan peraturan"

: perundang-undangan di bidang kehutanan masih -

- ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produk51 yang

dapat Dikonversi selanjutnya disebut Kawasan
Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/ kawasan

ruang terbuka hijau seluas lebih kurang 18

6)

m

(delapan belas) hektar berada d1 Kecamatan' -
‘Galang,

‘RTH yang . berdasarkan ketentuan peraturan

perundang—undangan masih dltetapkan sebagai
perairan selanjutnya disebut kawasan reklamasi
perairan/ruang terbuka hijau dengan lua_s leb1h

kurang 47 (empat puluh tujuh) hektar

Perubahan peruntukan dan fung51 kawasan hutsn _'
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5}

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan :
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(8) Perubahan peruntukan : dan fungsi pérairan
: sebaga1mana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan
. sesuai ketentuan peraturan perundang—undanga.n

Pasal 31

(1) Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

“huruf g dengan luas lebih kurang 4.671 (empat
~.ribu enam ratus tujuh puluh satu) hektar yang

“berada di: "

a. Kecarnatan Batam Kota;
Kecamatan Batu Aji;

Kecamatan Belakang Padang;_

oo g

Kecamatan Bulang;
Kecamatan Galang; _
Kecamatan Lubuk Baja;
Kecamatan Nongsa;

PR ™o

Kecamatan Sagulung; -
‘i . Kecamatan _SungaiBeduk_; dan _
j.  Kecamatan Sekupang. = . _ {

(2) Badan air yang berdasarkan ketentuan peraturan

' perundang-undangan di bidang kehutanan: masih

_ditetapkan sebagai kawasan hutan @ lindung -
S selanjutnya disebut kawasan hutan lindung/badan
- air seluas lebih kurang 68 (enam puluh delapan)

“hektar di: '

~a. Kecamatan Lubuk Baja;

b. Kecamatan Sagulﬁng; '
¢ _ Kecamatan Sungai Beduk; dan
| d - Kecamatan Sekupang. N

(8) Badan Air/Kawasan Sumber Daya Air dengan luas

- lebih kurang 1.941 (seribu sembilan ratus;empat
puluh satu}) hektar yang berada di Kecamatan
Sungai Beduk, Kecamatan Nongsa dan Kecamatan
'Bulang ' _ .

(4)  Perubahan peruntukan dan fungs1 kawasan hutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

~ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—
undangan _ : :

3

Bagian Ketiga .
Kawasan Peruntukan Budldaya _

Pasal 32 :

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dlmaksud
‘dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b terdiri atas: :

‘a.  kawasan hutan produksi; -



(1)

(2)

(4)

N I

" hektar yang berada di:

N

® oo o

kawasan pe_rtahian;

kawasan pcni_nfukan industri;
kawasan paﬁ“déata; :
kawasan permuklrnan, _
kawasan pertahanan dan keamanan; dan

kawasan pertambangan dan energi.
. Pasal 33

Kawasan hutan produk31 sebagalmana d1maksud'

‘dalam Pasal 32 huruf a meliputi:

a. kawasan hutan produk31 tcrbatas,
b. kawasan hutan produksi tetap; dan 1

c. kawasan hutan produk81 yang | "dap'at'
dikonversi. :

Kawasan hutan produk31 terbatas sebagaumana '
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas lebih
kurang 9.101 (sembilan ribu seratus satu) hektar
yang berada di: '

Kecamatan Galang; i
Kecamatan Bulang; o
Kecamatan Belakang Padang;

. Kecamatan Sungai Bedﬁk;

o oo TP

'.Kecama_tar_ll Batu Aji; dan

. Kecamatan Nongsa. . o

Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana
dimaksud pada-ayat (1) huruf b dengan luas lebih
kurang 2.361 (dua ribu tlga ratus enam puluh satu)

a. Kecamatan Belakang Padang;
Kecamatan Sekupang;
Kecamatan Nongsa;
chamata_n Sungai- Beduk

- Kecamatan Bulang, dan
Kecamatan Galang. _ ;|

Kawasan hutan produksi yang dapat d1konver31

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)- hurif ¢
dengan luas lebih kurang 11.514 (sebelas ribu lima

ratus empat belas) hektar yang berada di:. |
a. Kecamatan Galang;
Kecamatan Bulang;
‘Kecamatan Belakang Padang;
Kecamafan_ Sungai Beduk;

Kecamatan Batu Aji;
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(1)

(2
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- hektar yang berada di: -

= OO R N

k. Kecamatan Sungau Beduk; clan

f. Kecamatan Sekupang; dan
g. Kecamatan Nongsa.

Perubahan - peruntukan dan = fungsi & serta.
penggunaan' Kawasan Hutan untuk kepentmgan
pembangunan di luar kehutanan sesuai ketentuan
peraturan pemndang -undangan. ,

Pasal 34

: Kawasan pertanlan sebagalmana d1maksud dalam

Pasal 32 huruf b meliputi:

‘a. kawasan perkebunan; dan

b. kawasan peternakan. -

Kawasan perkebunan sebagaimana dlmaksud pada

“ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 1.622

(seribu enam ratus dua puluh dua) hektar yang

_ berada di:

a. Kecamatan Bulang,
Kecamatan Galang, _
'Kecamatan Batu Aji;
Kecamatan Nongsa, dan
Kecamatan Belakang Padang

Kawasan peternakan sebagalrnana dlmaksud pada

ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 6.009

(enam ribu sembllan) hektar yang berada d1

o Kecamatan Bulang

Pasal 35

Kawasan. pei'uﬁtukan - industri sebaéaimana
dimaksud dalam Pasal 32 huruf ¢, dengan luas
lebih kurang 11.603 (sebelas ribu enam ratus tiga )

a. Kecamatan Batam Kota
Kecarnatan Batu A_]l .
Kecamatan Batu Ampar;
Kecamatan Belakang Padang;
Kecamatan Bengkong;
Kecamata_n Bularig;
Kecamatan Galang;

Kecamatan Lubuk Baja;

e
.

Kecamatan Nongsa;

Kecamatan Sagulung;

LA

L. - Kecamatan Sekupang
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Kawasan peruntukan 1ndustr1 yang berdasarkan, '
ketentuan _peraturan  perundang-undangan - di
bidang kehutanan - masih ditetapkan -sebagai

- kawasan hutan = lindung = selanjutnya disebut

kawasan hutan  lindung/kawasan peruntukkan

- Industri seluas lebih kurang 663 (enam ratus enam
: .puluh tlga) hektar berada d1

Kecamatan Batu Aji; 5
Kecama_tan Bulang, Co | .
Kecamatan Galang; |
Kecamatan Sagulung, dan
e. Kecamatan Sungai Beduk.

Kawasan peruntukan industri yang berdasarkan
ketentuan peraturan . perundang-undangan di
bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai
kawasan hutan produksi. yang dapat dikonversi
selanjutnya disebut Kawasan Hutan Produksi yang -
dapat Dikonversi/Kawasan peruntukan industri
seluas lebih kurang 1.151 (seribu seratus lima
puluh satu) hektar di Kecamatan Galang.

Kawasan peruntukan industri yang berdasarkan
ketentuan. peraturan’ perundang—undangan masih
ditetapkan sebagai perairan selanjutnya disebut
kawasan reklamasi perairan/kawasan peruntukan

" industri dengan luas lebih kurang 3.628 (txga ribu -
. enam ratus dua puluh delapan) hektar, -

Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan
sebagaimana. dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan.

Perubahan  peruntukan dan fungsi pgérairan |
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

~ Pasal 36

‘Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 huruf d dengan luas lebih kurang 8.389
(delapan ribu tiga ratus delapan puluh sembﬂan) '
hektar yang berada di:

a. Kecamatan Batam Kota;
Kecai'natah Batu Aji-
Kecamatan Belakang Padang,
Kecamatan Bulang;

' Kecamatan Galang; _

-Kecamatan Lubuk Baja;
Kecamatan Nongsa,

Kecamatan Sagulung,



(2)
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- tujuh) hektar. . _ és
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i. - Kecamatan Sungai Beduk; dan °
. Kecamatan Sekupang.

Kawasan pariwisata yang berdasarkan ketentuan
peraturan  perundang-undangan di ‘bidang

kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan .
hutan lindung selanjutnya disebut kawasan hutan

- lindung/pariwisata seluas lebih  kurang 190 -

(seratus sembilan puluh) hektar berada di;
a. Kecamatan Bulang; .

'-'Kecamatar_l Galahg;

'.Kecamat.'an Nongsai;

Kecamatan Saguluﬁg;

Kecamatan Sungai Beduk; dan !

. '_Kecamatan Sekupang

Kawasan pariwisata yang berdasarkan ketentuan
peraturan . perundang-undangan  di bldang :
kehutarian masih ditetapkan sebagai Kawasan

- Hutan Produksi yang dapat Dikonversi selanJutnya

disebut Kawasan Hutan Produksi yang K dapat

Dikonversi/kawasan  pariwisata seluas : lebih
kurang 1.302 (seribu’ tiga ratus dua) hektar di o

Kecamatan Galang dan Kecamatan Belakang
Padang. : : :

Kawasan pariwisata yang berdasarkan keténtuan
peraturan perundang-undangan masih d1tetapkan
sebagai perairan selanjutnya disebut kawasan
reklamasi perairan/kawasan pariwisata dengan
luas lebih kurang 397 (t1ga ratus scmbﬂan puluh

Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan’ hutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Perubahan peruntukan dan fungsi pera1ran

_ sebaga.unana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan -

sesua1 ketentuan peraturan perundang—undangan |
Pasai 37

Kawasan perrnuklman sebagalmana dlmaksud
dalam Pasal 32 hurufe, meliputi: - n |
a. kawasan perumahan; i

kawasan perdagangan dan j _]asa, 7
. kawasan perkantoran ‘

kawasan fasilitas umum dan fasﬂltas sosial;

kawasan transportas1
kawasan (_e_vaku_as1 bencana; dan

kawasan sektor informal.
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Kawasan perumahan sebagaimana dima.ksuéi padé

ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 15.694 ...

(lima belas ribu enam ratus semb11an puluh empat)- i
hektar yang berada di: . :

a. Kecamatan Batam Kota
. Kecamatan Batu Aji;
.Kecamatan Batu Ampar,
Kecamatan Belakang Padang, -
Kecamatan Bengkong;

. Kecamatan Bulang;
Kecamafaﬁ Galang; - |

' Kecamatan Lubuk Baja; |

Fm.m e a0 o

' Kecamatar_'i Nongsa; -

j.  Kecamatan Sagulung;

k. Kecamatan Sungai Beduk; dan

. Kecamatan Sekupang.

Kawasan - perdagangan dan jasa sebagé_limana

- dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas lebih |
kurang 4.161 (empat ribu seratus enam puluhl e

satu) hektar yang berada di:
Kecamatan Batam Kota;

| Kecamatan.Batu Aji;
Kecamatan Batu Ampar;
Kecamatan Belakang Padang;
‘Kecamatan Bengkong;.

~ Kecamatan Bulang;
_Kecainat_an ‘Galang;

- Kecamatan Lubuk Baja;

[
.

- Kecamatan Nongsa;
j.  Kecamatan Sagulung;
k. Kecamatan Sungai Beduk; dan

1. - Kecamatan Sekupang.

Kawasan perkantoran sebagaimana chmaksud pada -

ayat (1) huruf ¢ dengan luas lebih kurang 116
(seratus enam belas) hektar yang berada di: S

Ke_camatan Nongsa;
Kecamatan Batam K_bta;
Kécamatan Sekupangl;'* '
Kecamatan Batu Aji; |

" Kecamatan Sagulung; dan

Kecamatan Batu Ampar.
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KaWasan Hutan - Lindung/Kawasan Perk&ntoraﬁ '

dengan luas lebih kurang 6 (enam) hektar yang
berada di Kecamatan Galang.

Kawasan fasilitas umum dan sosial Sebaga.imana

-dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas lebih .= "
- ~kurang 829 (delapan ratus dua puluh sembllan) e
“hektar yang berada di: '

a. - Kecamatan Batam Kota;
Kecamatan Batu Aji;

- Kecamatan Belakang Padang,

' Kecamatan Bengkong, . |
Kecamatan Galang;
Kecamatan Lubuk Baja;
Kecamatan Nongsa; | )
Kecamatan Sagulung; - | S

i.  Kecamatan Sungai Beditk; dan - |

J ' Kecamatan Sekupang.

Kawasan transportaSL sebaga.lmana dlmaksud pada

ayat (1) huruf e dengan luas lebih kurang 2.453
(dua ribu empat ratus lima puluh tiga) hektar yang
berada di:

a. Kecamatan Batam Kota

i
4

Kecamatan Batu Aji; - .
- Kecamatan Batu Am.pér;-
Kecamatan Bulang; "
Kecamatan Galang; |
Kecamatan Lubuk Baja;
Kecamata:h Nongsa; dan _
‘Kecamatan Sekupang.

Kawasan evakuasi bencana sebagaimana dirf'iaksud

‘pada ayat (1) huruf f, meliputi sarana prasarana o
~umum dan perkantoran yang dilengkapi fasilitas -
‘pendukung evakua31 bencana yang berada seluruh-

kecamatan. :
Kawasan sektor informal sebagaimana dlmaksud

pada ayat ‘(1) huruf g, berada di seluruh

kecamatan, pengaturan ruang sektor informal akan -
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

(10) Kawasan permukiman berdasarkan ketfentuan

peraturan  perundang-undangan di’ ;bidang

- kehutanan masih dltetapkan sebaga1 kawasan

hutan, meliputi:
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1. Kecamatan Batam Kota; - g

LB I SR

* hektar berada di:

-'_kaWas'_an‘- perumahan yang berdéfsarkan_::z L
‘ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai -

kawasan taman wisata alam selanjutnya N

disebut = kawasan taman wisata | alam.

/kawasan perumahan seluas lebih kurang 2

(dua) hektar di Kecamatan Batu Aji;dan _
kawasan . perumahan yang _berdaf_s'arkan E

-ketentuan peraturan perundang-undangan di = -

bidang kehutanan masih ‘ditetapkan sebagai .
kawasan hutan lindung selanjutnya disebut

‘kawasan - hutan  lindung = /kawasan
~perumahan seluas lebih kurang 653 ;(enam -

ratus lima puluh tiga) hektar berada di:
Kecamatan Batam Kota; -
Kecamatan Batu Aji;

R

Kecamatan Bulang;
 Kecamatan Galang;
Kecamatan Lubuk Bajé; )
Kecamatan Nongsa;
Kecamatan Sagulung; -
Kecamatan Sungai Beduk; dan
9. Kecamatan Sekupang. |
kawasan. perdagangan dan ja"sa_.;E yang - :

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan - di bidang kehutanan masih
ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung

selanjutnya disebut kawasan hutan lindung -

/kawasan’ perdagangan -dan jasa fseluas- L
lebih kurang 67 (enam puluh tujuh) hektar
berada di: _ : '

Kecamatan Batu Aji; ;
Kecamatan Nongsa; ) '
Kecamatan Sungai Beduk;
Kecamatan Sekupang; dan _

Kecamatan Galang, : )
kawasan fasilitas umum dan fasilitas | sosial

yang berdasarkan ketentuan peraturan -

perundang-undangan di bidang kehlitanan

masih ditetapkan sebagai kawasan hutan
lindung selanjutnya disebut kawasan hutan =~

lindung/kawasan fasilitas umum dan fasilitas
sosial seluas lebih kurang 14 (empat ‘belas)

1. Kecamatan Galang; dan' |

H

2. Kecamatan Nongsa.



. kawasan transporta:m yang berdésarkan O

ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai -

kawasan hutan lindung selanjutnya disebut -

kawasan. hutan ~lindung/ Kawasan .

transportasi seluas lebih kurang 1: (satu) i
hektar berada di Kecamatan Nongsa. !

- kawasan perumahan yang berdasarkan-_ I
- ketentuan peraturan perundang-undangan di =
-bidang kehutanan masih ditetapkan sebagau e

Kawasan Hutan Produksi yang . dapat
Dikonversi - selanjutnya disebut Kawasan

~Hutan -~ Produksi - yang 'e dapat =

Dikonversi/Kawasan perumahan seluas lebih

kurang 4.534 (empat ribu lima ratus tiga
~ puluh empat) hektar di Kecamatan Galang

kawasan perdagangan ‘dan Jasaz yang B

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang kehutanan :masih
- ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi
yang dapat Dikonversi selanjutnya 'disebut
Kawasan Hutan Produksi yang - dapat_ o
. Dikonversi/Kawasan perdagangan dan jasa

seluas lebih kurang 424 (empat ratiis dua:

~ puluh empat) hektar di Kecamatan Galang

kawasan fasilitas umum dan fas111tas sosml

- yang berdasarkan ketentuan peraturan
" perundang-undangan di bidang kehutanan*
- masih ditetapkan . sebagai Kawasan :Hutan

Produksi yang dapat Dikonversi selan_]utnya

~disebut Kawasan Hutan Produksi yang dapat
_Dikonversi/Kawasan fasilitas umum dan "

fasilitas sosial seluas lebih kurang 41 (empat
puluh satu] hektar di Kecamatan Galang

kawasan  transportasi  yang berdasarkan_

- ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang kehutanan masih ditetapkan. sebagau
Kawasan Hutan Produksi yang : dapat

Dikonversi  selanjutnya disebut Kawasan :

Hutan Produksi - yang ‘ dapat

- Dikonversi/Kawasan transportasi seluafs lebih -
kurang 103 (seratus tiga) hektgr : di_

Kecamatan Galang, . o

(11) Kawasan permukiman berdasarkan ketentuan:_:_
peraturan perundang undangan masih dltetapkan -
. sebagai perairan, mehput1 : ;

a.

Kawasan - perdagangan 'dan | Jasa yang -
berdasarkan ketentuan peraturan perundang- -
undangan masih ditetapkan sebagai perairan -

selanjutnya  disebut kawasan reklamasi

perairan/kawasan perdagangan dan jasa -
dengan luas lebih kurang 1.218 (senbu dua -
ratus delapan belas) hektar o

£
o
: S



Kawasan perumahan yang '.berdzifsarkén

" ketentuan peraturan perundang—undangaﬁ
masih ditetapkan ° sebagai perairan .

selanjutnya = disebut - kawasan reklama31

~perairan/kawasan perumahan dengan luas

lebih kurang 657 (enam ratus llma puluh'_
tujuh) hektar;dan ;

Kawasan transportasi yang berdasarkan :

 ketentuan peraturan’ pemndang—undangan-

masih  ditetapkan sebagai’ perairan
selanjutnya disebut kawasan reklamasi -
perairan/kawasan transportasi dengan luas

~“lebih kurang 857" (delapan ratus llrna puluh
. tujuh) hektar. '

(12) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan
sebagalmana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

(13) Perubahan peruntukan  ‘dan - fungm p‘eralran v
sebagaimana = dimaksud  pada ayat; (10)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang—undangan

Pasa138 R T o , _

Kawasan pertahanan dan keamanan sebaga.lmana

‘dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, dengan luas

lebih kurang 380 (tiga ratus delapan puluh) hektar
mellputl :

a.

b,

* Markas Komando Dlstrlk Mllltcr 0316/ Batam

yvang berada di Kecamatan Batu Ampar

-~ Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan
- Laut Batam yang berada di Kecarnatan Batu -
. Ampar; : _ . B

. Markas Kepolxs1an Daerah Kepulauan Riau
' yang berada di Kecamatan Nongsa :

. Markas Kepolisian Resort Kota Batam yang :

berada di Kecamatan Batam Kota,

Batalyon Infanteri Raider Khusus 136/ Tuah-
Sakti yang berada di Kecamatan Sagulung;

Markas ‘Komando Satuan Brigade! Mobil

Kepolisian Daerah :-Kepulauan R1au yang
- berada di Kecamatan Sagulung;

Markas Komando Pangkalan Udaraé Militer

'Hang Nadim yang berada 'di Kecamatan
" Nongsa; : .

' Markas ‘Komando Gugus Keamanan Laut

Komando Armada RI Kawasan Barat yang
berada di Kecamatan Sekupang; ‘

Markas Komando- Gugus Keamanan Laut

Komando Armada I yang berada d1 Kecamatan S
. Batam Kota; :



j.  Markas Komando Detasemen Gegana yang-

berada di Kecamatan Sagulung;

k. Batalyon - Infanteri 10/Satria Bhuml Yudha '

dan Pangkalan Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia yang berada di Kecamatan
Bulang; : _

[
..

Pangkalan Angkatan Laut  Pulau Nlpah d1' '
Kecamatan Belakang Padang, o ,

Korarml 01 di Kecamatan Lubuk Baja, '

m
n.  Koramil-02 di Kecamatan Sekupang;
0 Koramil-03 di Kecamatan Galang,

p

Koramil-04 d1 Kecamatan Belakang Padang,

‘ ."q. Tempat latihan tembak TNI AD di Kecamatan .

(2)

- undangan masm ditetapkan = sebagai perairan B
- selanjutnya = disebut kawasan - reklamasi

(4).

Sunga1 Beduk.

_Kawasan pertahanan dan keamanan yang
 berdasarkan ketentuan peraturan perundang—
~undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan
- sebagai kawasan hutan lindung selanjutnya disebut

‘kawasan hutan lindung/kawasan pertahanan dan

keamanan seluas lebih kurang 1 (satu) hcktar di
Kecamatan Bulang. P

Kawasan pertahanan dan keamanan yang
berdasarkan  ketentuan peraturan perundang-.

permran/kawasan' pertahanan dan keamanan
dengan luas lebih  kurang 88 (delapan - puluh
delapan) hektar : .5

Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan
sebagaumana dimaksud pada ayat (2) dllaksanakan

" sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-. )

. undangan.
(5)
- sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan: peraturan perundang-
' undangan i :

(1)

(2)

-berada di:

H
]

Perubahan peruntukan dan fungsi pérairan

_Pa'sal 39

Kawasan pertambangan dan energl sebagaumana
dimaksud dalam Pasal 32 huruf g meliputi:

a. kawasan pembangkitan tenaga listrik; dan

b kawasan - pertambangan mlnyak dan gas

bumi.

Kawasan pernbangkltan tenaga listrik sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas lebih
kurang 93 (sembllan puluh tiga) hektar yang



@)

@)

(5)

©)

(7)

' PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

(1)

P ®m o oo oo

chamatan Nongsa; -
Kecamatan Sagulung;
Kecamatan Sungai Beduk;
Kecamatan Batam Kota;
Kecamatan Lubuk Baja;
Kecamatan'Batu Ampar; |
Kecamatan Sekupang; dan
| Kecamatan Batu Aji.

Kawasan pertambangan Mlnyak dan Gas Bum1
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b -
dengan luas lebih kurang 15 (lima belas): hektar~
yang berada di Kecamatan Belakang Padang

Kawasan ° pembangkitan tenaga listrik: yang'
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan
sebagai kawasan hutan lindung selanjutnya
disesbut  kawasan hutan  lindung/kawasan
pembangkitan tenaga listrik seluas lebih kurang 18
(delapan belas) hektar di Kecamatan Batu A_]l dan
Kecamatan Sekupang . ,

Kawasan pernbangk1tan' tenaga hstrlk yang
berdasarkan ketentuan peraturan perundang— '
undangan ma31h ditetapkan sebagai perairan
selanjutnya . disebut  kawasan reklamasi
perairan/kawasan pembangkitan listrik deng’an
luas lebih kurang 6 (enam) hektar. o -

Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan

sebagaumana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang— o

undangan.

Perubahan peruntukan dan fung31 péraxran
sebagalmana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

"BAB VI

Paéai 14(.) '

- Penetapan kawa_san St'rate'gis, meliputi: . . |
~a. - KawasanStrategis Nasional (KSN); dan |

b.  Kawasan St_rat_egié Kota (KSK).

Kawasan Strategis = sebagaimana dlmaksuci pada -
ayat (1) dlgambarkan dalam peta.dengan tlngkat .
ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum: dalam

Lampiran II yang merupakan baglan yang t1dak o

terplsahkan dari Peraturan Daerah ini.



@)

_ @

(1)

(2)

3

)

me e T

Kawasan strateg1s nasmnal sebagmmana dlmaksud _
pada ayat (1) huruf a, meliputi: - o :

a. Kawasan strategis dari sudut kepentlngan"

pertumbuhan ekonomi. yautu Kawasan Batam S
Bintan dan Karimun. .

b.  Kawasan strategis tertentu dari sudut"
kepentingan pertahanan dan keamanan negara
yaitu Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi.
Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. = ¢ =

Kawasan Strategls Kota sebaga.lmana dlmaksud
pada ayat (1) huruf b, meliputi: S
a. kawasan  strategis dari sudut kepentlngan f
' pertumbuhan ekonomi meliputi: : :

1. kawasan pariwisata bahan Kota Batam, e
dan = : '

2. kawasan pengembangan' industri Kota -
Batam. ; '

'b. kawasan strategis dari sudut kepentmgan o
' sosial dan budaya mehputl Kawasan Sejarah'-

Kamp Vietnam. : % _
BAB VII | o

-ARAHAN PEMANFAATAN RUANG N

Bagian Kesatu - :
Umum R

Pasal 41 o . ] : '

Arahan pemanfaatan ruang Wllayah Kota, mehputl

program utama

lokasi; '
besaran,; |

sumber pendanaan;
instansi pelaksana; dan
waktu pelaksanaan.

Program utama pemanfaatan ruang sebagalmana-'
dimaksud pada ayat (1) huruf a, mehputJ

a. perwujudan struktur ruang wilayah Kota,

b. perwujudan pola ruang wilayah Kota; dan
c. perwujudan kawasan strategls Kota. J

Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b, meliputi lokasi dimana usulan program utama
akan dilaksanakan.

Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ merupakan perkiraan jumlah satuan =
masing  masing’ usulan = program | utama -

'+ pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan.



5).

- pemanfaatan ruang bersumber. dari Anggaran

Sumber pendanaan sebagalmana dlmaksud pada -, o

ayat (1) huruf d - meliputi - usulan program_'

Pendapatan dan . Belanja. Negara, Anggaran -

©®

) ('7')

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, Masyarakat '

- dan/atau sumber lain yang sah.

‘Instansi. pelaksana sebagalmana dlmaksud pada 3

ayat (1) huruf e meliputi pelaksana program utama
oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerlntah e
Kota, dan Masyarakat. :

‘Waktu pelaksanaan sebaga1mana dlmaksud pada-
ayat (1) huruf e berupa usulan program yang .
- direncanakan dalam kurun waktu- perencanaan 20 -
(dua puluh). tahun yang dirinci setiap 5 (lima) ~.
“tahun, terdiri dari 4 (empat). tahapan mehpuu ' '

.a. .tahap pertama, ‘yaitu tahun 2021 s/ d Tahun

2025, diprioritaskan pada perencanaan dan R |

- pembangunan infrastruktur perkotaan,

b “tahap kedua “yaitu- tahun 2026 s/d:  Tahun

- (8)

2030 - d1pr10r1taskan pada momtonng, ‘
. pengendalian pemanfaatan ruang ~dan-
- pembangunan mfrastruktur perkotaan;

e ‘tahap ketlga yaitu tahun 2031 S/d Tahun

2035, - diprioritaskan - pada monltonng, '
, .pengendahan - pemanfadtan:  ruang dan
: pembangunan mfrastruktur perkotaan dan

~d. - tahap keempat yaltu tahun 2036 s/d Tahun.. |
- 2041,  diprioritaskan = pada m_omto_rmg,

B pengendahan - pemanfaatan ruang dan
. pembangunan mfrastruktur perkotaan

'IndlkaSI ‘program utama sebaga_lmana dnnaksud'
. pada- ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang

merupakan baglan ‘tidak- terplsahk_ar_l dari -
Peraturan- Daerah ini. TR '

Baglan Kedua -

Indikasi Program Utama Perwujudan

)

@

Struktur Ruang
| Pasal 42

Inchkam program utama perwujudan struktur :
ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam -

‘Pasal 41 ayat (2) huruf a meliputi indikasi program

perwujudan pusat kegiatan di wilayah Kota dan-
indikasi - program perwu_]udan sistem. Jarmgan o
prasarana Kota. ;

Indikasi: program utama perwu_]udan stmktur o
ruang w11ayah Kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) pada tahap pertama dlprxoqt_askan. :
- meliputi: - o _— - SR

H



(3)

:

i
i

i

a. ‘penyusunan dan ' penetapan RDTR"_-d.an--l.

Peraturan Zona51,

b.. penetapan Peraturan Walikota tentang RDTR o
dan Peraturan Zonasi; R

Z

c. pengembangan Sistem Informasi Rencana Tata '
" Ruang; :

d. momtormg dan pengendahan pemanfaatan
Ruang, e .

i

e. penm_]auan kemball RTRW; D
‘peninjauan kembali RDTR; S

- pengembangan dan peningkatan’ kuahtas?

- Jarlngan transportam yang meliputi: sistem’
jaringan transportasi darat, sistem jaringan=
transportasi laut < dan sistem jaringan
transportasi udara; SRR B

h. pengembangan dan peningkatan kualiias_ dan.

pemantapan sistem jaringan energl yang
mehput1 pembangkit tenaga listrik, jaringan
pipa gas bawah laut, jaringan transmisi llstnk '
dan energi baru dan terbarukan; :

i - pengembangan dan peningkatan gsistem _
jaringan - telekomunikasi yang I:neliputij .
pengembangan BTS terpaduy; T

j- pengembangan “dan  peningkatan 51stem P
jaringan sumber daya air meliputi sungal dan 8

sistem pengaman panteu dan

L‘

'k ‘pengembangan dan peningkatan - 31sten'i'-": |

' jaringan prasarana perkotaan yang mellputl :

penyed1aan air minum Kota, sistem jaringan -

air limbah, sistem pengelolaan persampahan,
sistem Jarlngan drainase dan sarana peJalan :
kaki.

Indikasi program utama perwujudan struktur

ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) pada tahap kedua diprioritaskan mehput1

- a. pengembangan Sistem Informasi Rencana Tata- -

Ruang, '

i'

b. rnomtorlng dan pengendahan pemanfaatan'

Ruang, o
c. pen1nJauan kembali RTRW; o
d. peninjauan kembali RDTR a‘

pengembangan dan peningkatan kualltas
Jarmgan transportasi yang meliputi :sistem -
jaringan transportasi darat, sistem jarlngan-'
transportasi  laut dan sistem jaringan
transportasi udara; _ _ [ '



@

f. pengembangan dan . penmgkatan kuahtas dan' 'ﬁf
: pemantapan @ sistem jaringan energi yang, L

‘meliputi pembangklt tenaga listrik; __
g. pengembangan dan peningkatan : sistem
jaringan  telekomunikasi  yang meliputi
pengembangan BTS terpadu; o
h. pengembangan  dan pemngkatan SIStCIIl-_- .
jaringan. sumber daya air mellputl 31stem,_-_'-3
pengaman pantai; dan . S

i. pengembangan dan peningkatan Sistem . .

jaringan prasarana perkotaan yang meliputi -

penyediaan air minum Kota, sistem jaringan

air  limbah = dan sistem_ .penéelolaan,_

persampahan _ RS

Indikasi program utama perwujudan struktur

ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud- pada’
ayat (1) pada tahap ketiga diprioritaskan, mehputl

a. pengembangan S1stem Informasi Rencana Tata
Ruang, :

b. monitoring dan pengendahan pemanfaatan-
ruang; i Lo

C. pemmauan kembali RTRW;
d. penm_]auan kernbah RDTR;

e, pengembangan dan penlngkatan kuahtas'

Jarlngan transportasi yang meliputi : sistem
jaringan transportasi darat, sistem Jarmgan TRE

transportasi  laut dan sistem jaringan -
transportasi udara; R

f. pengembangén dan peningkatan kualitas dan
pemantapan sistem .- jaringan energl ‘yang
~meliputi pembangkit tenaga listrik; '

g pengembangan - dan peningkatan %sistem:' .
~ jaringan  telekomunikasi yang meliputi

pengembangan BTS terpadu; B _

h. pengembangan dan peningkatan ' sistem -
~ jaringan sumber daya air meliputi waduk dan
sistemn pengaman pantai; dan 3 _

i pengembangan dan  peningkatan 131stein';' -

jaringan- prasarana perkotaan yang mellputl

penyediaan air minum Kota, sistem jaringan . '

air  limbah, dan sistem  pengelolaan
persampahan ' c

Indikasi program utama perwujudan struktur
ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pada tahap keempat diprioritaskan,
meliputi: : .'

a. pengembangan Sistem Informasi Rencana Tata
Ruang; : '



©

rnomtormg dan pengendahan pemanfaatan

Ruang, ,
peninjauan kembah RTRW

. '-penm_]auan kembah RDTR IO
- pengembangan dan penmgkatan kuahtas dan'

pemantapan - sistem = jaringan energl yang'

-meliputi pembangklt tenaga listrik;- )
"_pengembangan ~dan " peningkatan | - sistem

jaringan sumber daya air meliputi waduk dan

.".'fpengembangan ~dan  peningkatan ; sistem -
jaringan. prasarana perkotaan yang mellputl i
- penyediaan - air mlnum . Kota dan 31stem'

- jarmgan air lunbah T _ z

‘Rencana Detail Tata Ruang dlatur leb1h Ianjut- e

dengan Peraturan Wallkota Lo b

BaglanKetlga S

o Ind1ka31 Pro.gram Utama Perwujudan Pola Ruang o

Pasal 43

_(1)'— Indlka31 program utama perwujudan pola ruang

. wilayah ‘Kota sebagalmana dimaksud dalarn Pasal

: 41 ayat (2) huruf b, meliputi indikasi’ prograrn
. perwujudan . kawasan peruntukan- lindung - dan-

- indikasi program perwujudan kawasan peruntuka N e
._.f,budldaya i vt R
Q) Indikasi program utama perwujudan pola I'uang-' o
. "'Wﬂa}’ah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)‘ R

pada tahap pertama dlprlorltaqkan mellputl

- dan kawasan ‘mangrove; - o R

'.perumahan ST

K pengembangan rehabilitasi ' dan rev1ta11sa31
o fungsi- fungs1 lindung pada kawasan! hutan N
~lindung, kawasan perlindungan Setempat R
 ruang terbuka  hijau, kawasan rawan

béncana,  kawasan yang memberikan
- perlindungan terhadap kawasan d1 bawahnya-_

- 3

. pengembangan rehabilitasi dan rev1tahsas1
- fungsi-fungsi kawasa_n kN peruntukan'-

'i'

, 'pengembangan rehab1l1tas1 dan rev1tahsa31: o
- fungsi-fungsi - - kawasan peruntukan _
- perdagangan - dan Jjasa - serta kawasan

- peruntukan industri; | ;

pengembangan rehab111ta81 dan rev1tallsas1 2
fung31-fungs1 o kawasan peruntukan
: parlmsata _ R - : Cod

pengembangan rehablllta31 dan rev1tahsa81 a
. fungsi- fung51 kawasan peruntukan pertaman



(3)

(4)

(5)

f.

Indikasi program utama perwu_]udan pola ruang- o
wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada’ ayat (1) ST

pengembangan rehabilitasi dan rev1tallsas1_

fungsi-fungsi kawasan - peruntukan
pertahanan dan keamanan.

pada tahap kedua diprioritaskan, mehputl

a.

‘pengembangan, rehabilitasi dan rev1tal1sas1
fungsi-fungsi lindung pada kawasan hutan
lindung, ruang terbuka hijau, kawasan rawan
bencana, kawasan yang  memberikan
perlindungan terhadap kawasan di bawahnya
dan kawasan mangrove;

‘pengembangan, rehabilitasi, dan rev1tallsa31'

fungsi-fungsi . kawasan pen;n_tukan ;

~ perumahan; .

pengembangan, rehabilitasi, dan rev1ta11sas1

- fungsi-fungsi kawasan perqntukan_ ;
perdagangan dan jasa dan kawasan -

peruntukan industri;

. pengembangan, rehablhtam dan réﬁtahsam

fungsi-fungsi

_ kawasan peruntukan
pariwisata; dan ,

pengembangan, rehabilitasi, dan- rewfitalisasi
fungsi-fungsi kawasan peruntukan pertanla_n

Indikasi program Utama perwujudan pola ruang

-wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -

pada tahap ketiga diprioritaskan, meliputi :;

a,

pengembangan, rehabilitasi dan re\ptalisasi
fungsi-fungsi lindung pada kawasan hutan
lindung, ruang terbuka hijau, dan kawasan
yang memberikan perlindungan terhadap
kawasan di bawahnya;

pgngembangan, rehabilitasi dan r_e{fitalisasi-
fungsi-fungsi kawasan ‘peruntukan
perumahan;dan ' L

4

pengembangan, rehabilitasi, dan re\fiitalisési'

fungsi-fungsi kawasan  peruntukan
perdagangan dan jasa, dan - _kawasan-
peruntukan industri. ' g

Indikasi program utama perw*u_]udan pola ruang.
wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada:ayat (1)
pada tahap keempat diprioritaskan, me11put1

a.

pengembangan, rehabilitasi, dan rev1tahsas1

fungsi-fungsi lindung pada ruang iterbuka

hijau, dan kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap kawasan : di
bawahnya; ' : £

pengembangan, rehabilitasi dan rev1ta_hsa31 '

- fungsi-fungsi’ =~ kawasan peruntukan
i .

perumahan; dan



c. pengembangan, rehab111tas1 dan rev1tallsas1._; SR

fungs1—fungs1 kawasan peruntukan mdustrl

Baglan Keempat

Indikasi Program Utama Perwujudan

(1)

(2)

(3)

Kawasan Strategis Kota
- Pasal 44

Indikasi program utama perwujudan kawasan L

strategis Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 ayat (2) huruf ¢ meliputi : - ,a_ '

a.  indikasi program  perwujudan kawasan:
strategis = dari sudut kepentlngan_
pertumbuhan ekonomi;dan. SRR x

b.  indikasi: ‘program  perwujudan liaia}asan :

strategis ~dari _SLidut kepentingané soSial PR

budaya.

Ind1ka31 program utama perwujudan kawasan
strategis Kota sebagaimana dimaksud padafayat (1)
pada tahap pertama diprioritaskan, rneliputi :

a. pengembangan peningkatan dan revitalisasi
kawasan strategis dari sudut kepentlngan
pertumbuhan ekonomi; dan ;-

b. pengembangan, peningkatan dan rev1tahsas1_
kawasan - strategis dari sudut kepentmgan -
sosw.l dan budaya ST

. t

Indikasi program utama perwujudan kawasan' i
strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pada tahap kedua dlprlorltaskan meliputi: :

a. pengembangan peningkatan, dan rev1tahsa31. :

kawasan strategis dari sudut kepentmgan
pertumbuhan ekonomi; dan- -

b. pengembangan, peningkatan dan rev1tallsa31
kawasan strategis dari sudut kepentlngan
sosual dan budaya :

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

(1)

(2)

a. ketentuan umum peraturan zonasi; |

Bag1an Kesatu . ;
Umum : P

| Pasal 45 -

Ketentuan pengendallan pemanfaatan ruang
wilayah Kota digunakan sebagai acuan dalam
pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang
wilayah Kota. : -

Ketentuan pengendahan pemanfaatan@ rua_tig
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mellputl



b. Ketentuan kesesua1an keglatan pemanfaatan'
ruang; ;

- c.  ketentuan pemberlan 1nsent1f dan dlslnsentﬁ'

dan

d. arahan sa_n_ksi.’__, '

Baglan Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zona51

(1)

(2)

(3)

L Pasal 46 o 1

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kota
sebageumana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2)
huruf -a digunakan sebagai pedoman bagi
Pemerintah  Kota dalam menyusun peraturan
zonasi.

‘Ketentuan umum peraturan zonasi sebagalmana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. ketentuan umum peraturan zonasi rencana'
struktur ruang wilayah Kota; s__ :

b. - ketentuan umum peraturan zonasi renca_na
- pola ruang mlayah Kota; dan :

c. Ketentuan Khusus.

Ketentuan umum  peraturan zonasi rencana -
struktur = ruang - sebagaimana dlmaksud pada .

 ayat (2) huruf a rnellpuu

(4)

. a. ketentuan umum peraturdn zonasi kawasan di

sekitar pusat kegiatan wilayah kota; dap '

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di.
sekitar untuk jaringan sistem prasarana.

Ketentuan umum peraturan zonasi rencana .
jaringan  sistem < prasarana sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di
sekitar untuk sistem jaringan transporta81

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di
“sekitar untuk sistem jaringan energi;

c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di
sekitar untuk sistem jaringan telekomunikasi,

d.  ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di
sekitar ~untuk - sistem Janngan prasarana
: sumber daya air; dan

e. ketentuan umum peraturan zonasi ka.wasan di -
sekltar untuk infrastruktur perkotaan '



5)

' (6) 

o

‘e.

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang BRERE
- sebagaimana ~dimaksud pada ayat (2) huruf b
~ meliputi: ' o ‘

a. ketentuan umum’ peraturan zonasi kawasan |
lindung; dan :

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan
budidaya.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan -
lindung sebagaimana dimaksud . pacla ayat 5) -
huruf a mehputl : '

a. ketentuan umum peraturan Zonasi untuk
kawasan yang memberikan perlmdungan
terhadap kawasan bawahannya; :

~b. ketentuan umum peraturan zona31 untuk'

kawasan perlindungan setempat;

H

c.. ketentuan umum peraturan zonas1 untuk
kawasan konservasi; SR

d. ketentuan Suamuain peraturan zonas1 untuk
kawasan cagar budaya; : -

€. ketentuan umum peraturan zonas1 untuk
kawasan ekosistem mangrove; -

f.  ketentuan umum peraturan zonasi untuk RTH
Kota; dan

g. ketentuan umum peraturan zona81 untuk
badan air. ‘ R

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan R

budidaya sebaga1mana dimaksud pada ayat (5)'. o

huruf b mehputl

a. ketentuan umum peraturan zonasi§ untuk
kawasan hutan produksi; {

b. ketentuan umum peraturan' zonasi: untuk
' _kawasan pertaman L { '
c. ketentuan umum peraturan zonasl : untuk

kawasan peruntukan industri; ;
d. ketentuan umum peraturan zonasi; untuk '
kawasan pariwisata; :

e. ketentuan umum peraturan . zonasi untuk
kawasan permukiman;

. ketentuan umum peraturan zonasi ; untuk

kawasan pertahanan keamanan dan

g ketentuan umum peraturan zonasn untuk

kawasan pertambangan dan energi.



Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

w
o dlmaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a me11put1 o

(2)

@

@

Struktur Ruang

Pasal 47 .

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan d1 S

sekitar pusat kegiatan wilayah kota sebagalmana '

a. ketentuan umum peraturan zona31 untuk :
PPK,; ;

b. ketentua.n umum peraturan zona31 untuk
SPPK; : ;

c ketentuan umum peraturan zonasi untuk PL

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk PPK

sebagaimana - dimaksud pada ayat (1) huruf a'___-

meliputi :

a. diperbolehkan mel1put1 kegiatan pelayanan o
pemerintahan skala kota, pendldlkan serta'
pusat perdagangan dan j jasa. - : :

b. diperbolehkan dengan syarat: keglatan sela_ln-.? '

sebagaimana dimaksud pada huruf a yang
memenuhi persyaratan teknis dan tidak
mengganggu fungsi PPK; dan : B

¢. - dilarang - kegiatan yang mengganggu fung31j
PPK dan kegiatan yang merusak dan/atau B

mencemari llngkungan

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk SPPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b '
meliputi : :

a. dlperbolehkan meliputi keglatan pelayanan B
industri, - pusat perdagangan dani jasa, -

transportasi, kesehatan, . pertahanan dan- .

keamanan, permukiman dan pusat pelayanan '
par1w1sata :

b. diperbolehkan dengan syarat keglatan selain -
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang -
memenuhi persyaratan  teknis dan tidak-
mengganggu fungsi SPPK; dan . :

c. dilarang kegiatan yang mengganggu fungsx:-_' 3

SPPK dan kegiatan yang merusak clan atau
mencemarl lingkungan. : :

Ketentuan umum peraturan  zonasi untuk PL_

'sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi :

a: dlperbolehk'an | ‘meliputi - kegiatan P .yang:_
mendukung pelayanan ekonomi, sosial dan
administrasi skala lingkungan; :



)

(2)

(3)

b. .diperbolehkah_ dengan syarat kegiatan selain - =
sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang =
memenuhi - persyaratan teknis danj tidak

mengganggu fungsi PL; dan

c. dilarang kegiatan yang mengganggu fung81 PL
dan keglatan yang merusak dan/ atau .
mencemari lingkungan. - A '

| ~ Pasal 48 L
Ketentuan umi.;m" peraturan zonasi kawasan di
sekitar ~ jaringan  transportasi - sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf a mellputl E

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di -
sekitar jaringan transportasi darat; " '

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di
sekitar prasarana transportasi laut; dan

c. ketentuan imum peraturan zonasi kawasan di

sekitar prasarana transportasi udara. |

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di
sekitar jaringan transportasi darat sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di
sekitar jaringan jalan; ~

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di

sekitar j _]arlngan kereta api; dan.

c. . ketentuan umum peraturan zonas1 kawasan di
sekitar ~jaringan angkutan sungai dan
penyeberangan. ‘

Ketentuan. umum peraturan zonasi kawasan di
sekitar jaringan jalan sebagaimana dlmaksud pada
ayat (2) huruf a berisi ketentuan mengenai: :

a. keglatan yang d1perbolehkan meliputi

‘kegiatan’ pemanfaatan ruang jalur hijau, pagar
pembatas, jalur pejalan kaki, penyediaan jalur
lambat, jembatan penyeberangan orang, jalur
sepeda, drainase dan Jalan 1nspek51 sekitar

jaringan jalan. : '

b. kegiatan = yang dlperbolehkan bersyarat
dan/atau terbatas, meliputi: :

1. keglatan pemanfaatan ruang sesuai skala
_ pelayanan dan fungsi _]alan untuk kegiatan
‘perdagangan’ dan  jasa, - industri,
perumahan dan pariwisata Idengan.
menyediakan area parkir | sesuai
kebutuhan di sekitar jaringan jalan;

2. pemanfaatan ruang disertai penyediaan
ruang terbuka hijau di sekltar Janngan
_]alan dan

i



@

: 3 pembangunan ‘utilitas kota termasuk

kelengkapan jalan (street furniture), dan
pembangunan fasilitas pendukung jalan
lainnya yang tidak mengganggu
kelancaran lalu lintas dan keselamatan
pengguna Jalan

4. kegiatan kepentmgan umum dan keglatan

- di luar kepentingan umum : wajib
melakukan analisis dampak lalu lintas
yang berpotensi mengganggu arus lalu
lintas. ,

-kegiatan yang dllarang kegiatan pemanfaatan- -

ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan
ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan

~ terganggunya kelancaran lalu 11nt:§.s dan

keselamatan pengguna jalan.

_ seluruh keglatan pemanfaatan ruang

mengikuti _penetapan garis = sempadan

“bangunan di sisi jalan yang memenuh1

. ketentuan ruang pengawasan jalan.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di-

sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana

.

“dimaksud pada ayat (2) huruf b berisi ketentuan
_mengenal ' }

'. keglatan yang d1perbolehkan mehputl

- 1. keglatan pemanfaatan ruang di sepan_]ang_ ‘
oo.sisi - jalur - kereta  api untuk | ruang '

pengawasan Jalur kereta api;

2. penyedlaan pagar pembatas sepanjang sisi

jalur kereta api dengan jalan dan ruang
sekitar jalur kereta api; !

3. sarana  dan prasarana penunjang 81stem_ R

i Jarlngan perkeretaapian;

4, kegiatan pengembangan jalur hljau, dan

5._'penetapan sempadan jalur kereta ap1
~ dengan memperhatikan ‘dampak

o hngkungan dan kebutuhan pengembangan ,

jaringan Jalan kereta api.

kegiatan- ‘yang diperbolehkan -bé,rsyarat

dan / atau terbatas, meliputi:

1. keglatan kepentingan umum dan kchatan
di luar - Kkepentingan umum @ wajib
melakukan analisis dampak lalu lintas

_ (andalalm) dan serta wajib mendapatkan
izin sesuai  ketentuan _pcraturan
perundang-undangan; dan

'2. kegiatan ' tidak mengganggu konstruk31

“jalan rel dan fasilitas operasi kereta api
serta keselamatan pengguna kereta ; ap1



i
?

" kegiatan yang d11arang,' mellputl keglatan '_ e

pemanfaatan ruang manfaat- Jalur kereta api,

~ruang milik jalur: kereta = api da.n ruang" - L
- pengawasan = jalur kereta - api ; .yang - -7
mengakibatkan : terganggunya kelancaran
- operasi kereta api dan keselamatan pengguna

o kereta: apl

: '_ (5) Ketentuan umum: peraturan zona81 kawasan di

sekitar - jaringan ‘. angkutan’ sungalg dan

. penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat

S (2) huruf C berlsl ketentuan mengenai:

s '_'a'._

'_keglatan yang - diperbolehkan, - Ihéliputi_ 4
. pemanfaatan - ruang terbuka - hijau, isarana. - -
prasarana penunjang jaringan penyeberangan,.; R

- keg1atan . yang dlperbolehkan bersyarat

dan/atau  terbatas,  meliputi keglatan

kepentmgan umum - dan kegiatan di luar.
'-:'kepentlngan umum Wa_]lb melakukan analisis . -

- dampak  lalu lintas yang berpoten31 T _
- omengganggu fung31 Janngan dan serta wajib
.. 'mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan
-:perundang-undangan, dan : = '

. _keg1atan yang dilarang mel1put1 kegxatan._- L

pemanfaatan. ruang yang dapat mcngganggu .

‘kepentingan - operasional -  jaringan

penyeberangan.' S E R

Pasal 49 L o

L Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan dla sekitar- - .
_jaringan transportasi laut sebagalmana d1maksud S

' dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b ber131 ketentua_n ':
{-mengenau _ : ; -

-

-keglatan _ yang d1perbolehkan k_eglatan

operasmnal pelabuhan ~umum, .. kegiatan

- penunjang operasional = pelabuhan umum,
~kegiatan pengembangan kawasan peruntukan o
~..pelabuhan umum; O '

i

.. kegiatan yang dlperbolehkan bersyarat dan/'-' _:
~atau  terbatas, me11put1 kepentingan : umum-
- dan kegiatan di- luar kepentingan: umum
- wajib melakukan analisis dampak lalu lintas
“ yang berpotensi mengganggu fung51 Jarmgan _
~dan serta wajib mendapatkan izin@ sesuai
“ketentuan = peraturan perundang—undangan,
keg1atan pertahanan dan - keamanan negara. -

"secara terbatas dan -~ g s o

g keglatan yang _ d11arang yaltu keglatan- -

pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu
kepentmgan operaswnal kepelabuhan



- ,Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekltar Sk
. jaringan’ transporta31 udara sebagaimana  dimaksud .-
.. .dalam - Pasal 48 aYat (1) huruf ¢ berisi ketentuan":- SR
o _mengenal R : - o U

_a.'

Pasal 50

. keglatan ya.ng dlperbolehkan mellputl keglatan--':”:- AR
' operasmnal kebandarudaraan, = kegiatan
- penurnjang pelayanan jasa kebandarudaraan, _
' ,_keg1atan penunjang pelayanan keselamatan SR
operasi penerbangan S PR

. keglatan yang chperbolehkan bcrsyarat dan/ S L
~ atau terbatas, meliputi: - SR ko

'1_'.*-:'keg1atan kepentlngan . umum dengan}"f': B
.. mendapatkan . -izin .sesuai- ketentuan. S
pcraturan perundang-undangan dan . |

2 pembatasan " tinggi  dan - 1nten31tasi_"-k e
.. bangunan pada ‘sekitar. KKOP< sesualfj._---_-

e peraturan perundangan—undangans BRI
keg1atan' yang dllarang Cyaitu keglatan"' T
' pemanfaatan' ruang yang dapat mengganggu . -
" kepentingan - operasi- .. dan = keselamatan. ..
o _penerbangan : s Lo '
Pasal 51 L

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan d1 sekltar' |

. sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalamf o

Pasal 46 ayat 4 huruf b ketentuan sebagau berikut:

i _‘__-_undangan dan: -

o keg1atan yang dilarang mel1put1

-'_keg1atan yang- keglatan yang dlperbolehkan,': N
.- meliputi:’ :

'1. pengembangan Ja.lur hl_]au, _dan S

2. pengembangan ‘jaringan tenaga hstrlk;.‘i._.

yang memperhaukan keselamatan dan
keamanan keg1atan P R

keglatan ; yang dlperbolehkan - bérsyarat'_-- '

- ~dan/atau terbatas mehputl (P IS
1. kegiatan pertaman perkebunan RO
R -penkanan ‘peternakan ‘dan perumahan

S kepadatan rendah pada  kawasan di® .

-+ bawah Jarmgan listrik sesual (dengan =

 “ketentuan - peraturan perundang-._-.~

:
x-‘-

- 2 -- Pemanfaatan ruang di sekltar pembangklt
- tenaga listrik dengan memperhatlkan B
B Jarak aman dari kegiatan laun R

1. melakukan pemanfaatan ruang bebas ch R
- sepanjang  jalur. transmisi. dani sekitar = .
. pembangkit  listrik - yang mengganggu_j_

fungm utama dan

: H
2%



2.. kegiatan dibawah koridor SUTT dan
SUTM dengan resiko kebakaran t1ngg1

Pasal 52

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar -

sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 ayat (4) huruf ¢, ketentuan ;sebaga_i e
berikut: _ _ ,

Sa keg1atan yang d1perbolehkan mehput1f§

1L pengembangan jalur hijau; dan

£

2. kegiatan - budidaya  yang | tidak

mengganggu sistem jaringan
telekomunikasi. : :

b. kcglatan yang diperbolehkan 'bérsyarat_ ;
dan/terbatas, meliputi: o L

1. mcna_ra telekomumkam bersama; dan

2. menara pemancar telekomunikasi. dengan
memenuhi ketentuan pen;ndang—.
undangan. :

c.  kegiatan yang dilarang yaitu merju:li_rikan

bangunan - di sekitar .menara -

telekomunikasi dalam - radius Ebaha'ya_ .
keamanan dan keselamatan. " N

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan d1 sekitar -
sistem jaringan ‘sumber daya  air sebagmmana

dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf d, ketentuan - |

sebagai berlkut :
a. keg1atan yang d1perbolehkan rne11put1
1. pengembangan ruang terbuka hljau,

2. kegiatan budidaya  yang @ tidak
- mengganggu sistem prasarana sumber.
daya air; ;

3. bangunan untuk mendukung . sumber
daya air. sepert1 waduk atau reservoir, -
bangunan air, bangunan pelindung tebing

- _sungai, rumah pompa, pos keamanan, -
- pos hidrologi; i

4 'mendlnkan bangunan yang mendukung';._"'.j,:...-:

L pengelolaan sumber daya air; dan;

5. membangun prasarana lalu hnjcas air,

_kegiatan pembangunan prasarana -

-pengambilan dan pembuangan air serta
kegiatan pengamanan sumber daya air.



(1)

-kegiaté.n " yang diperbolehkan béréyarat'.

dan/atau terbatas, meliputi:

1. kegiatan pertanian dengan syarat tidak .
' merusak tatanan lingkungan dan bentang -

alam yang akan mengganggu kuahtas

maupun kuantitas air;
2. prasarana pengendalian banjir,

3. pelebaran jalan, pembuatan Jembatan B
pemasangan rentangan kabel ! listrik,
kabel telepon, pipa air minum, p1pa gas,
mlkrohldro untuk kepentingan ; umum

‘o sepan_]ang tidak mengganggu fi31k dan__':.'-"f--- ..
fungsi jaringan irigasi “dan . ruang

. sempadan j Jarmgan irigasi; dan

4. kegiatan ‘wisata dan pend1d1kan yang.-_
- tidak merusak kelestarian llngkungan '

kegiatan yang dilarang yaitu keglatan.

pemanfaatan ruang yang. dapat mengganggu' S

fungsi sistem jaringan sumber daya.

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di
sekitar - infrastruktur perkotaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf e

meliputi: . _

a. ketentuan umum pcraturan zonas1 kawasan d1 L
sekitar SPAM; ;_

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan d1 PR

- sekitar untuk SPALD; : L

c. ketentuan umum peraturan zonasi kax{rasan di _
sekitar untuk sistem pengelolaan :limbah S
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); | L

d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di |
sekitar untuk sistem _]arlngan persampahan
kota; _ f :

e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di
sekitar untuk ' sistem jaringan qvakuam i
bencana; '
ketentuan umum peraturan zonasi kawasan d1 o '
sekitar untuk s1stem jaringan dramase, e

g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di
sekitar untuk sistem jaringan pejalqn kaki; -
dan- ' * ‘

h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di

sekitar untuk sistem jaringan jalur sepeda



@

(3)

4

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di -

sekitar SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat = |

(1) huruf a dengan ketentuan sebagai ber1ku}t

a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu. k%giatan
prasarana dan sarana untuk menunjang
fungsi SPAM, kantor instansi terkait, RTH,
- prasarana dan sarana m1t1ga51 bencana;

~ b.. kegiatan o yang d1perb01ehkan'_'4'-.--.‘_ )

bersyarat/terbatas fasilitas umum : sesuai
peraturan perundang-undangan; dan

¢. kegiatan yang dilarang yaitu keglatan yang -
dapat mengganggu fungsi SPAM. .

Ketentuan umum peraturan zonasi kawé.san di .

sekitar SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat -

(1) huruf b dengan ketentuan sebagau berlkut

: sebagal berikut: , . _ ;

a. kegiatan yang d1perbolehkan prasarana dan .
~sarana untuk menunjang fungsi : sistem
jaringan air limbah, kantor instansi terka1t _
IPAL, RTH, sarana dan prasarana mltlga31 -
. bencana. S

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat. .

dan/atau terbatas fasilitas. umum ; sesuai R

‘peraturan perundang-undangan; dan

c. kegiatan yang dilarang kegiatan yang dapat
mengganggu fung31 SPALD.

Ketentuan umum peraturan zona81 kawaSan di'

sekitar  sistem = pengelolaan limbah |bahan
berbahaya dan beracun (B3) sebagalmana :
dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan B

t

a. keglatan yang d1perbolehkan prasarana dan
sarana untuk menun_]ang fungsi :sistem -

pengelolaan limbah B3, kantor 1nstans1

- terkait, RTH, sarana dan prasarana m1t1ga31
bencana;

b. kegiatan  yang diperbolehkan bersyarat&' .
. dan/atau’ terbatas - fasilitas . umum ;sesuai -
peraturan perundang—undan_gan, dan |

c.  kegiatan yang dilarang kegiatan yang dapat
mengganggu fungsi sistem pengelolaan limbah
B3. . A g '

Ketentuan umum peraturan zonasi kawésan di
sekitar sistem jaringan persampahan: kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d'
dengan ketentuan sebagai berikut: '

a. kegiatan yang  diperbolehkan mehpuu'

prasarana dan sarana untuk menun_]ang_'
fungsi . TPS yang terdiri atas pengumpulan, e

pemilahan, penggunaan ulang, pendauran
ulang, pengolahan, RTH, sarana dan

i
H
i



—— kegiatan yang dlperbolehkan _ Iilehputl.‘.“j._:"‘_
' ‘prasarana dan sarana untuk A menunjang . -
fungsi TPA yang terdiri atas = kegiatan - =

- (6)

o

prasarana m1t1gas1 bencana;

pengoperasian TPA  sampah ‘berupa
pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan -
pemrosesan - akhir - sampah, - pengurugan -
berlapis =~ bersih (sanitary landfil),
-pemeliharaan TPA sampah, dan  industri

terkait pengolahan sampah serta keglatan_ o
- penunjang operasmnal TPA sampah, fasilitas " -

umum . sesuai peraturan perundang—'_ S
undangan S ;

c. . keglatan yang dlperbolehkan dengan syarat
meliputi ~ kegiatan  selain  sebagaimana -
dimaksud pada -huruf a dan huruf b yang .
tidak mengganggu fungsi sistem jaringan .
persampahan dan fasilitas umum ;| sesuai
peraturan perundang-undangan; dan ’

‘d. kegiatan yang dilarang keg1atan yang dapat." &

mengganggu  fungsi  sistem  pengelolaan o
persampahan. : . :

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di
sekitar sistem jaringan - evakuasi bencana
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf e,
dengan ketentuan sebagai berikut: ] '

a. keglatan yang diperbolehkan fasﬂltas umum
dengan syarat menunjang fungsi prasarana '
dan sarana evakuasi bencana; dan

b. kegiatan yang. d11arang keg1atan yang dapat;
mengganggu fungsi penyediaan prasarana dan
sarana evakuasi bencana. :

Ketentuan umum peraturan zonasi _kawélsan di

~ sekitar sistem - jaringan drainase sebagaimana’ -
-dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan ketentuan .

sebagai berikut:

a. kegiatan  yang diperb_olehkan kegiatan_
pemanfaatan ruang .  dengan i§syarat
menunjang fungsi prasarana dan .sarana
drainase dalam rangka mengurangi genangan
air, pengendahan banjir, dan pembangunan _
prasarana penunjangnya;’

b. kegiatan yang dlperbolehkan dengan syarat' e

meliputi = kegiatan  selain sebagalmana'
dimaksud pada huruf a yang' tidak
mengganggit  fungsi sistem  jaringan
drainase;dan ' :



c keglatan yang dllarang rnellputl keg1atan-
- pembuangan sampah, pembuangan limbah,

-~ dan kegiatan lain yang dapat mengganggu- =
fungsi sistem drainase dan prasarana dan -

sarana drainase.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawjasan di

' sekitar sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana
- dimaksud pada ayat (1) huruf g, dengan ketentuan '
sebagai berikut: _ '

Ca kegiatan yang diperbolehkan keglatan' _
' pemanfaatan ruang dengan syarat menunjang-;
fungsi’ prasarana dan sarana - peJalan kak1,.

; -b. keg1atan yang dllarang keg1atan yang dapatl -
- mengganggu fungsi penyedlaan prasarana dan o
. sarana peJalan kaki, : c

L (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan dlj 4
- sekitar sistem jaringan jaringan jalur | sepeda
sebagaimana dimaksud - pada ayat (1) huruf h, .

: dengan ketentuan Sebagau berikut: o -

.-

a. kegxatan ‘yang . dlperbolehkan ' li:tegiatan-

peman_faatap ruang - dengan’ | syarat . . -

= menunjang ‘fungsi- prasarana dan j sarana“ |

o Jarznganjalur sepeda, dan : ; o

Sb. keglatan yang dllarang ya1tu keg1atan yang'= '
dapat . ‘mengganggu- fung31 - penyediaan
prasarana dan sarana jarmgan Jalur sepeda o

SEEREY N Paragraf2 Do
Ketentuan Umum Peraturan ZOI‘lElSl Pola Ruang

Pasal 55 .
- Kctentuan umum peraturan zona31 kawasan yang
memberikan perlindungan - terhadap kawasan
~ bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46

" ayat (6) huruf a, yaitu kawasan hutan 11ndung dengan FRRS

_ ketentuan sebagal berikut:. S b
a.  kegiatan yang d1perbolehkan mel1put1

~1. pemanfaatan  ruang - untuk keglatanr
.. latihan militer tanpa _mengurangl fungsi
“kawasan hutan dan tutupan vegetasi; . -

2.  kegiatan yang berhubungan “'dengan-'_ -

~ pelestarian dan penmgkatan fung31 hutan .
- lindung; : : | R

3. ':_'3-keg1atan pengembangan sumber resapan
' air;dan _ : ,

40 Keglatan -lairi- yang dlatur : dalam
- peraturan perundang-undangan sektor_
- kehutanan _ _

5.
3
L



o

@

b kegiatan . yang dlperbolehkan bersyarat

dan/atau terbatas, meliputi:

1. kegiatan wisata alam - tanpa merubah
R bentang alam;

2. pembangunan prasarana \mlayah sesuai -
“dengan ketentuan peraturan perundang-
_‘undangan dan mendapatkan mendapat
- persetujuan dari instansi terkait; dan

‘3. kegiatan pengelolaan sumber daya hutan -

yang berbasis pemberdayaan masyarakat
yang dilakukan pengawasan pemermtah '

- terkait. - '

. . kegiatan y yang dilarang,-meliputi:

1. - kegiatan yang . berpotensi mengurangi-
" lhas kawasan hutan llndung dan tutupan-
vegetasi; dan -

. 2 'keglatan yang - berpotenm menéganggu 2
- ‘dan merusak ekos1stem kawasa_n hutan :
~lindung. - : .

d. " Perubahan pemanfaatan kawasan hutan
© untuk - kepentingan ‘pembangunan . d1 luar
- kegiatan ~kehutanan = mengikuti ketentuan'
- peraturan perun_dang-undanga_n L

. '-Pasal 56,

Kawasan perhndungan " setempat  sebagaimana |

: _dlmaksud dalam Pasal 46 ayat (6) huruf b mehputl 4

ketentuan umum peraturan zonasi, kawasan' :
~sempadan sungai; dan - '

B ketentuan umum peraturan ‘zonasi kawasan, -

= sekltar danau atau Waduk o : ;

Ketentuan' umum peraturan zonasi- léawasan'
sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berlkut

'_ a keg1a’_ca_n_yang diperbolehkan, _mehputlg

L ketentuan  garis sempadan sungai _
- ‘mengikuti ketentuan = peraturan’
-perundang-undangan; S

2 -pengembangan RTH; |

3. keglatan . yang berhubungan dengan,
' pelestarian sungai; !

4. kegiatan konservasi, - penataaﬁ dan
. pembangunan yang mendukung fungsr
- kawasan sempadan sungai; dan :



p_e_mbangunaﬁ prasarana lalu lini‘.as air,

 kegiatan penyediaan lokasi dan jalur

evakuasi  bencana, serta pendirian’
bangunan - untuk kepentingan
pemantauan ancaman bencana

b. keglatan yang dlperbolehkan bersyarat‘
: dan/atau terbatas, meliputi: :

1.

kegiatan  pariwisata =~ dengan @ tidak
mengubah bentang alam dan: tidak
merusak unsur keselm__bangan
lingkungan.

pengembangan prasarana wxlayah yang
tidak merusak atau berclampak langsung
terhadap badan sungai;

pendman bangunan penunjang keglatan
- transportasi sungal ‘

. - pembangunan prasarana w1layah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan mendapatkan persetu_]uan-

~ dari instansi terkait; i

_ _pengembangan “sistem  pengendalian
- banjir; - : v

pemanfaatan ruang khusus ! seperti

' bangunan sumber daya air, jembatan dan.
dermaga,_ jalur air minum, rentangan
. kabel . telekomunikasi . dan
ketenagahstnkan serta vegetasi rumput
. pada sempadan bertanggul dan tanaman

- keras pada sempadan tidak. bertanggul,

penanaman tumbuhan pelindung;dan

baﬂgunan pengolahan limbah dazi bahan
pencemar lamnya mengikuti “ketentuan

~peraturan perundang-undangan  dan

mendapatkan rekomendasi tekms dari

~ instansi terkait.

c.  kegiatan yang dilarang yaitu keglatan yang
mengancam kerusakan dan menurunkan
kualitas sungau

(3) Ketentuan - umum peraturan zonasi k:awasan
sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut: -

‘a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:él

L.
2.

3.

pcngembangan RTH;

kegiatan yang berhubungan dengan"
pelestarian waduk; _ g

kegiatari' konservasi, penataari dan
pembangunan yang . mendukung fungsi
kawasan sekitar waduk;dan



(1)

(2)

4, 'Pény*edlaan prasarana ' dan sarana S

-minimum berupa jalan khusus untuk_-.-'.- -

1nspeks1 dan akses publik.

b. kegiatan yang ~ diperbolehkan bersyarat' L

dan/atau terbatas, meliputi:

1. pengembangan prasarana vnlayah yang
- tidak merusak atau berdampak langsung_
" terhadap badan waduk; '

2. -pengembangan sistem pengepdalian_ _
banjir; P

3. kegiatan = pariwisata  dengan ' tidak -
- mengubah = bentang alam - dan; . tidak' -
.. merusak unsur keseimbangan llngkungan e

- dan

4. pemanfaatan ruang khusus sepert1 S
“bangunan sumber daya air, Jembatan dan
dermaga, jalur air minum, rentangan -
kabel telekomunikasi i dan
ketenagalistrikan, serta vegetasi rumput
pada sempadan bertanggul dan tanaman
keras pada sempadan tidak bertanggul
‘penanaman tumbuhan pelindung.

kegiatan yang dilarang yaitu kegiatan yang
mengancam kerusakan dan menurunkan kuahtas
waduk.

_ Pasal 57 : .
Ketentuan umum peraturan zonasi - kawasan'
konservasi sebaga1mana dimaksud dalam Pasal 46

- ayat (6) huruf c mehputl

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan

pelestarian alam; dan

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan
taman buru. -

Ketentuan umum peraturan zonasi kéwasan p
pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dengan ketentuan sebagai benkut

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: ; '
1. kegiatan - yang  berhubungan dengan
pelestarian kawasan konservasi alar'n; dan |

- 2. kegiatan pemanfaatan ruang la1nnya yang ':
- dapat meningkatkan fungsi konservasi.

b. kegiatan yang  diperbolehkan bersyarat o

dan/atau terbatas, meliputi:

1. kegiatan wisata alam tanpa merubah
bentang alam,;

2. pemanfaatan ruang untuk kégiatan .
latihan militer tanpa mengurangi: fungsi -
kawasan hutan dan tutupan vegeta51, dan

i



C.

3 dlperbolehkan " terbatas pendlrlan'._-'- ‘
_bangunan yang merupakan baglan dari .-
suatu  jaringan atau transrnlsl bagi. -
kepentingan umum yang keberadaannya - -

H
|
:

'

telah mendapat persetujuan dari instansi
terkait dan mengikuti ketentuan peraturan
perundang—undangan : _

kegiatan yang dilarang, meliputi:

1.

kegiatan yang dapat menguranéi luas -
kawasan dan tutupan vegetasi; dan T

2. kegiatan yang dapat mengganggu dan_

merusak ekosistem kawasan.

(3) Ketentuan umum - peraturan zonasi I{awasm
taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) o
huruf b dengan ketentuan sebagai berikut: :

a. kegiatan yang diperbolehkan, mehput1.

1.

kegiatan yang - berhubungan fdengé_il
pelestarian kawasan taman buru; '

kegiatan konservasi; dan

diperbolehkan kegiatan pemanfaatah ruang

‘lainnya yang dapat rnemngkatkan fungs1

konservam

b. kegiatan = yang diperbolehkan bérsya'rat
dan/atau terbatas, mehputl : _ tio

c.

1.

-4keg1atan wisata alam tanpa merubah :
‘bentang alam; o

i
‘f.

pemanfaatan ruang untuk kegiatan! latihan

militer tanpa mengurangi fungsi kawasan

‘hutan dan tutupan vegetasi; dan

diperbolehkan - terbatas pendlrlan
bangunan yang merupakan bagian dari
suatu jaringan atau transmisi - bagi
kepentingan umum yang keberadaannya
telah mendapat persetujuan dari 1nstan31
terkait. : P

Pemanfaatan dan penggunaan kawasan;

- kawasan. taman buru dapat dllakukan s
sepanjang = - diatur dalam peraturan-
'perundang-undangan i

keg1atan yang dilarang, meliputi:

1.

keglatan yvang dapat mengurangl luaé '
kawasan dan tutupan vegetasi; dan | '

kegiatan yang dapat mengganggu dan
merusak ekosistem kawasan.



Pasal 58

Ketentuan ﬁmtim :peraturan zonasi kawasan cagar--
budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6)
huruf d meliputi: :

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1.

3.

‘sarana dan prasarana pendukung.

kegiatan untuk kepentingan penelitiian‘ dan
pengembangan, ilmu pengetahuan - serta
pendidikan; ' ; o

kegiatan = pelestarian budayag 7 dan '

 peninggalan sejarah;

4

b. kegiatan ' yang diperbolehkan befrsyarat |
. dan/ atau terbatas, meliputi: R IR

1.

2.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ekosmtem- _ _'

parrmsata penelitian dan pengembéngan._
ilmu pengetahuan; dan : .

pemanfaatan bangunan cagar budaya :
untuk mendukung kegiatan par1w1sata

kegiatan yang dilarang, yaitu keglatan yang -
mengubah fisik bangunan cagar budaya.

Pasal 59 : : Q

mangrove sebagalmana dimaksud dalam Pasal 46 ayat
(6) huruf € dengan ketentuan sebagai berikut:

i

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

L.

kegiatan yang berhubungan ;iengaﬁ
pelestarian ekosistem mangrove;

kegiatan konservasi; : _
prasarana dan sarana ruang terbuka hijau;

diperbolehkan kegiatan pemanfaataﬁ ruang
lainnya yang dapat menmgkatkan fung31
konsérvasi. '

kegiatan ==~ penelitian, 'kiegiatan_ E
pengembangan ilmu pengetahuan, keglatan -
pendldlkan dan pengamanan abrasi pantal '

b. keglatan yang dlperbolehkan' bersyarat;:-.'
dan/atau terbatas, meliputi: A

1.

kegiatan wisata alam tanpa merubah'
bentang alam,; : - :

diperbolehkan terbatas pehdirian o

-bangunan yang merupakan bagian dari

suatu  jaringan atau transmisii bagi -
kepentingan umum yang keberadaannya
telah mendapat persetUJuan dari 1nstans1 '
terkait dan



Pemanfaatan dan penggunaan ekosistem
mangrove . dapat dilakukan sepanjang-
diatur = dalam peraturan ~perundang-
undangan BEEEE R

c. keglatan yang dilarang, mehputl AR 5

1.

2.

kegiatan yang dapat mengurang1 lﬁaé

kawasan dan futupan vegetasi; dan

keg1atan yang dapat mengganggu dan
merusak ekosistem mangrove. :

Pasal 60

Ketentuan = umum peraturan zonasi RTI—i Kota
sebagaimana dimaksud da_lam Pasal 46 ayat (6) huruf f

meliputi:

a. kegiatan dlperbolehkan mehput1
1

2.
3.

_kegiatan perlindungan dan pengamanan'

fungsi ruang terbuka hijau;

keglatan wisata;dan _
penyediaan prasarana dan sarana sebagai
pelengkap RTH yang sesuai idengan
kebutuhan, .

b. kegiatan yang diperbolehkan' bérsyarat
dan/atau terbatas, meliputi L

1.

pembangunan - bangunan . pendukung
fungsi RTH dengan intensitas i sesuai
peruntukan dan berdasarkan peraturan
perundang-undangan. i
kegiatan untuk kepentingan penelitian dan
pengembangan, ilmu pengetahuan serta

- pendidikan tanpa mengganggu fungsi RTH.

c. kegiatan yang dilarang yaitu keglatan yang
dapat mengganggu fung81 RTH. - - .

Pasal 61 - _ -_ g _

‘i

Ketentuan umum- peraturan zonasi bad;a;h air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) huruf g

meliputi:

a. dlperbolehkan, melipufi :

1.

2.

kegiatan yang = berhubungan jédengan
pelestarian waduk; dan- iy

kegiatan  konservasi, penataari dan

.pembangunan yang mendukungﬁ fung81
badan air.




b. diperbolehkan dengan syarat dan/atau
terbatas meliputi kegiatan pembangunan IPA;
prasarana lalu lintas air, pembarigunan '
prasarana pengambilan dan pembuangan air,
pariwisata, dan olahraga; dan

c. dllarang kegiatan yang mengganggu fung31 -
- badan air. : L g

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonast kawasan hutan IR
~ produksi sebagalmana dimaksud dalam Pasal 46 ayat o

(7) huruf a mehputl L
a. keglatan yang dlperbolehkan, mehputl

1. pemanfaatan kawasan hutan, ' Jasa'-

lingkungan dan hasil hutan kayu serta _
bukan- kayu dengan memperhatlkan
kelestarian lingkungan; P

2. pemanfaatan hutan  produksi. yang:
menebang tanaman/pohon  diwajibkan
untuk melakukan penanaman  kembali
sebaga1 salah satu langkah konservasz

3. kegiatan yang tidak mengolah tanah secara
intensif atau merubah bentang alam yang
~ dapat men_;ad1 penyebab bencana alam;

dan ' . -

. .s
!

4. keg1atan yang berkaitan dengan pelestanan' L

sumber daya air dan kekayaan hayat1 :

b. keglatan ‘yang ' diperbolehkan b_ersyarat.
dan/atau terbatas, meliputi: .l -

1. pendlrlan bangunan untuk menunjang
kegiatan pemanfaatan hasil hutan; ‘

2. kegiatan penambangan dengan ketentuan.
mengakibatkan  turunnya - permukaan
tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan

hutan - secara permanen dan terjadlnya

kerusakan akuifer air tanah;

3. keg1atan pengendalian-. perkem})angan' C
permukiman penduduk. R

?

4, pengembangan prasarana Wllayah sesuai S

dengan peraturan perundang—undangan L

dan . § o
S. pengembangan Jalur dan ruang evakua31
' bencana ;

c. keglatan yang dilarang, eliputi:

L. keglatan “merusak  ekosistem yang
dilindungi; dan .

2. kegiatan pemanfaatan hutan pi‘odukSi-
tanpa ada izin dari pihak terkait. = |



.
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Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi kaWasan

. pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46_ R
- ayat (7) huruf b meliputi: ~ ~ :

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan
perkebunan dan

" b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan
' peternakan '

' Ketentuan -umuimn peraturan zonasi - kawasan o

perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, dengan ketentuan sebagal berlkut

a. keglata_n yang diperbolehkan, meliputi: -

1.

pengembangan - sarana dan prasarana
pendukung pengembangan perkebunan
dengan memperhaukan daya - dukung
kawasan,; .

d1perbolehkan _ kegiatan tanaman

tahunan/perkebunan dan- | kebun
campuran/ladang; = . i

_ _ =
kegiatan - budidaya  perikanan; - dan

- peternakan; dan

diperbolehkan  pengembangan teknik
konservasi lahan perkebunan yang bersifat
ramah lingkungan dan berkelanjutan.

_ b keglatan yang = diperbolehkan bérsyarat

dan/atau terbatas, meliputi:

1.

pengembangan ‘permukiman berkepadatan
rendah yang tldak mengganggu fungsr
utama;

pengembangan 1ndustr1 yang mendukung
kegiatan perkebunan;

diperbolehkan terbatas keglatan budldaya

perikanan, pertanian tanaman pangan dan
hortikultura; , _ é

.. kegiatan pengcmbangan prétsa.ran_a o

wilayah; ;
kegiatan  industri pengolahan?z hasil -
perikanan; :

kegiatan wisata alam yang berba51s
agrowisata; dan - ; :

. pelabuhan yang mendukung keglatan -

perkebunan. i

c. kegiatan yang dilarang, meliputi:

1.

membuka - dan/atau mengolah | lahan
~ dengan cara pembakaran yang berak1bat
. terjadinya pencemaran dan kerusakan
fungsi hngkungan hidup; P

H

3



3.

keglatan perkebunan tanpa izinzi usaha

. perkebunan, dan P
pengembangan keg1atan yang berpotensr_-f'. AR

merusak kesuburan tanah

| (3) Ketentuan umum peraturan - zonasi kawasan
peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -
huruf b, dengan ketentuan sebagai berlkut

a kegzatan yang diperbolehkan, meliputi: :

1.

4.
3.
6.

pengembangan sarana- dan prasafana

pendukung pengembangan peternakan . . o
dengan ° memperhaukan daya dukung’._

kawasan;

kegiatan peternakan yang tidak menceman =
lmgkungan :

kegiatan budidaya tanaman’ f)angan, _'
kegiatan perkebunan dan hortikultura; '

keglatan pariwisata berba51s pertaman
keglatan pelestarian sumber daya alr dan

kegiatan perikanan budidaya. ‘

b. kegiatan ~yang diperbolehkan: bér.syarat.-"
dan/atau terbatas, meliputi: :

1.

3.

4..

pengembangan permukiman berkepadatan _
rendah yang tidak mengganggu fungsi -
utama. :

kegiatan | 1ndustr1 pengolahan = hasﬂ'
pertanian; R o
kegiatan  industri pengolahan | hasil -
perikanan;dan -
kegiatan pengembangan p_ré.sarana
wilayah ' :

c. kegiatan yang d11arang, me11put1

1.

: ' Ketentuan

.pengembangan kegiatan- yang . berpotens,l'
mengganggu fungsi kawasan peternakan
dan :
kegiatan yang mémiliki 'Epotensi
pencemaran. - '

i
5

Pa_.sal 64

umum - peraturan  zonasi Kkawasan

- peruntukan industri sebagaimana -dimaksud! dalarn E
- Pasal 46 ayat (7) huruf ¢ meliputi : ;

a. kegiatan yang diperbolehkan, mel1put1

1.

kegiatan industri yang mempunya1
teknologi, potensi sumber daya alam dan

sumber daya manusia di sekitarnya;

Co
H



3.

b ‘kegiatan’ yang t.-ilpe-r.b'o'l'ehkain -'-'b:érsy.a Ifé.t S

. 'k.eg.latan industri yang @ tidak .
mengakibatkan kerusakan atau allh fung31 o

kawasan lindung; dan

pengembangah sarana dan prgsarana
wilayah. . :

dan/atau terbatas, meliputi:

1.

" ¢. kegiatan yang dllarang, mellputl
1.

3.

.4,

, pengembangan sarana prasarana sumber K

daya air;

keglatan permuklman yang mendukung
kegiatan industri; =~ -~ - i

kegiatan pergudangan, pasar,* ‘dan
pertokoan pendukung kegiatan kawasan -
peruntukan industri;

i
L

pengembangan/  pembangunan | | sarana .

pendukung industri lainnya;

membatasi pengambllan air tanah dalam,
melakukan daur ulang air dan -atau
penggunaan kembali air, mengolah air-

limbah sesuai dengan baku mutu yang .-

dipersyaratkan, mengelola seluruh limbah
yang ditimbulkan (emisi udara dan limbah

- B3}, meng1ntegras1kan pengelolaan air

limbah air dengan rencana IPAL terpadu;

pelabuhan pendukung dan terminéi‘jl'u.ntuk _
kepentingan sendiri kegiatan industri yang -
sesuai. peraturan  perundang-undangan;
dan - .

pengembangan kegiatan pertanianémodern-

berteknologi tinggi dan ramah lingkungan
yang - mendukung - kegiatan. ;inclustri_ T

' pertaman

£
i
1

kegiatan industri yang dapat menégganggu' .
fungsi kawasan budidaya dan §lindung '
lamnya, ' . !

menggunakan air baku secara berleblhan

melebihi ketentuan yang telah . dltetapkan__

dalam kajian lingkungan;

melakukan alih @ fungsi lahan ’d1 luar
kawasan peruntukan industri; dan | @

membuang air limbah industri ke saluran
irigasi.

E

d. pengembang Wajlb menyiapkan lahan mmlmal

- 12% (dua belas persen) dari luas lahan untuk

- pengembangan ruang terbuka hijau dan jalur’
hijau (green bell) sebaga1 penyangga fungsi
antar kawasan,;



e. :.penyedlaan prasarana dan ‘sarana mlnlmum
' kawasan =~ peruntukan industri  meliputi
prasarana dan sarana pendukung kawasan .
industri, listrik, air bersih, sanitasi, prasarana .
-‘pengolahan limbah, ruang dan jalur evakuasi

' bencana, serta tempat penimbunan barang,

f. Kawasan  peruntukan  industri | yang
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan - di bidang kehutanan | masih
ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung, -
tidak diperbolehkan adanya pengembangan
dan pembangunan baru hingga perubahan
peruntukan dan fungsi kawasan : hutan
dilaksanakan sesuai ‘dengan  peraturan
perundang-undangan;dan o

g. Kawasan ~ peruntukan industri | yang
berdasarkan - peraturan perundang-undangan
di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai
kawasan hutan produksi, tidak cllperbolehkan '
‘adanya pengembangan dan pembangunan
baru hingga perubahan peruntukan dan fungsi
kawasan hutan dilaksanakan sesual : dengan
peraturan perundang-undangan : '

Pasal 65- §
Ketentuan umum peraturan zonasi ‘kawasarn panwmata
sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 46 ayat (7} huruf d

meliputi : . _ : , ‘
a. keglatan yang dlperbolehkan, mehputl

1. penyediaan Jalur dan ruang evakuas1
o bencana, J

2. 'pengembangan sumber daya air;

3. pengembangan prasarana W1Iayah

4, _pengembangan/ pembangunan . ruang
terbuka hijau; dan _ %

5.. kegiatan pendukung fungsi léawasan
pariwisata. o '

b. kegiatan  yang - diperbolehkan bjersjarat
'dan/atau terbatas, meliputi: :

1. kegiatan permukiman untuk menunjang _
pariwisata dengan memperhatlkan daya
dukung dan daya tampung; :

2. kegiatan pertanian yang tidak mengganggu
fungsi kawasan pariwisata;

z

3. kegiatan terminal untuk kepentlngan
- sendiri penunjang pariwisata;dan

- 4. industri kecil ramah 11ngkungan penunjang
L panw1sata T :



kegiatan yang dilarang, meliputi:

1. kegiatan yang menimbulkan penurunan'
fungm kawasan; dan , ,g -

- 2. industri sedang dan atau 1ndustr1 besar.

yang mencemari hngkungan o

Pa_sal 6_6 - S

oA -

(1) Kawasan 'pérmuk1man sebagaimana dlmaksud

dalam Pasal 46 ayat (7) hurufe me11put1

a.

RSP T

kawasan perumahan; _
kawasan perdagangan dan jasa;
kawasan' perkantoran; E
kawasan fasilitas umum dan fasﬂltas sosml
kawasan transportasi; ' )

kawasan sumber daya air;

tempat eva_kuas1 bencana; dan

kawasan sektor informal. o o
: H

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan
perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi: -

a.

b.

S
{

.keglatan yang diperbolehkan meliputi: :

1. penyed1aan prasarana  dan - ;sarana
- minimum perumahan meliputi- prasarana
lingkungan, utilitas umum serta’ ruang

- dan jalur evakuasi bencana; _ g :

2. pembangunan perumahan dan fasﬂltas
penunjang; dan - ~ :

3. kegiatan pendidikan, kesehatan olahraga
dan peribadatan. ‘ '

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat
dan /atau terbatas meliputi: i

1. kegiatan pemanfaatan ruang funtuk |

“kegiatan permukiman dan RTH, serta
kegiatan yang tidak mengganggu fungsi
perumahan; -

§

2. kegiatan usaha mikro dan mdustrl kecﬂ
menengah secara terbatas dengan tlngkat
polutan yang tidak mengganggu | fungs1
kawasan perumahan; dan _ :

3. kegiatan par1w1sata dan komersial,

kegiatan yang dilarang meliputi keg1atan lain _

yang . mengganggu fungsi . kawasan -

perumahan; - R R |
__ N

SE -



d. penyedlaan prasarana dan sarana mmlmum
perumahan .meliputi prasarana lmgkungan,
prasarana persampahan, utilitas umum,’
listrik, air bersih, drainase, serta lokas1 dan
jalur evakuasi bencana; :

e. pengembang wajib menyiapkan lahan mmlmal
12% (dua belas persen) dari; luas
lahan untuk pengembangan ruang terbuka‘
hijau; dan ;

1 pengembang kawasan Wa_]lb menyedlakan '
lahan. untuk penyediaan prasarana  -dan

~ sarana umum sebagai fasilitas sosial minimal
6% dari luas lahan untuk dlserahkan kepada
Pemerintah Daerah. :

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan
perdagangan - dan jasa sebagaimana dlmaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi: !

a. .keg1atan_yang dlperbolehkan meliputi:

1. kegiatan perdagangan dan jasa, prasarana
dan - sarana umum pendukung @ seperti -
Sarana pej jalan kaki dan jalur sepeda dan

2. sarana - perlbadatan dan | sarana
perparkiran,  sarana _kuliner, i sarana
‘transportasi umum, serta jaringan- utilitas,
memiliki aksesibilitas bagi penﬁandang
dlsab111tas : '

b keglatan L y’ang dipérbolehkan' bersyarat

dan/atau terbatas bagi kegiatan permuk1man\ L

yang mendukung fungsi kawasan, keglatan
~industri - secara terbatas dengan tmgkat
polutan - yang - tidak mengganggu . fungsi
‘kawasan perdagangan “dan jasa ; sesuai
peraturan perundang-undangan kegiatan jasa
keuangan, jasa hotel, jasa perkantoran dan
- profesi, restoran, kesehatan, pendldlkan, pusat
hiburan dan rekreasu ‘salon, dan jasa umum
lainnya; «

c. kegiatan yang dilarang meliputi keg1atan yang
mengganggu fungsi kawasan perdagangan dan
jasa; :

d. penyediaan prasarana dan sarana m}inimum
kawasan perdagangan dan jasa meliputi
prasarana lingkungan, prasarana
persampahan, utilitas wumum, listrik, air
- bersih, drainase, aksesibilitas bagi penyandang
disabilitas, sanitasi, - pelataran parkir, jalur
pejalan kaki, serta ruang dan jalur evakua31
‘bencana; dan :



e pengernbangan kawasan perdagangan dan
jasa yang dilakukan oleh pengembang wajib
menyiapkan lahan seluas minimal 12% dari
luas lahan kepada pemerintah daerahiuntuk

pengembangan ruang terbuka hljau fasﬂltas o

umum dan sosial.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan
perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
. huruf ¢ meliputi: . A

a. keglatan yang dlperbolehkan rnehputl keglatan -
perkantoran, = pusat bisnis. dan fasilitas -

‘pendukungnya, penyediaan sarana dan

- prasarana antara lain prasarana transportasi;

jaringan utilitas, ruang terbuka hijau, fasilitas -
- bagi ~ penyandang = disabilitas, sarana
peribadatan, fasilitas perparkiran, pemadam
kebakaran dan fasilitas penunjang
~ lingkungan; - , L
b. diperbolehkan kegiatan pendidikan,
~ kesehatan, olahraga dan peribadatan serta
pengembangan jasa komersial secara terbatas;

c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat
dan/atau  terbatas  meliputi: keg1atan
permukiman yang mendukung fungm .
kawasan perkantoran : _ z

d. _penyedlaan prasarana dan sarana minimum
kawasan perkantoran meliputi fasilitas : bagi -
penyandang - disahilitas, prasarana

- persampahan, l1strlk ~air bersih, drainase,

sanitasi, ruang terbuka - hijau, . fasilitas . -
Perparkiran, pernadam kebakaranw ~dan

jaringan utllltas

e. kegiatan yang dilarang meliputi keglatan vang .
mengganggu kawasan perkantoran;dan

f. pengembangan kawasan perkantoran wajib
menyiapkan lahan seluas minimal 12% dari
luas lahan untuk pengembangan : - ruang
terbuka hijau. :

(5) Ketentuan umum - peraturan zonasi kawasan \
fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: '
a. kegiatan - yang . diperbolehkan kegiatan

kesehatan, keglatan pendidikan, kegiatan
olahraga dan kegiatan peribadatan beserta

' pengembangan fasilitas pendukungnya ‘dan :
mendukung - fungsi kawasar_l Penyedl_aan B
prasarana dan sarana pada kawasan 'sarana . o

pelayanan umum antara lain tempat parkir,
prasarana persampahan, sistem pencegahan.
- bahaya kebakaran, jalur pejalan kaki dan
- prasarana transportasi massal ! yang
terkoneksi dengan pusat-pusat pelayanan



. lalnnya,

'b.  penyediaan prasarana dan sarana m1n1murn

kawasan kesehatan meliputi fasilitas bagi
- penyandang disabilitas, prasarana
persampahan, utilitas. umum, llstnk air

. bersih, - drainase, = sanitasi, fas111tas

: perparklran pemadam kebakaran, ruang dan
jalur evakuasi bencana;

c. kegiatan yang diperbolehkan beifsyarat :
dan/atau  terbatas, = meliputii kegiatan
permukiman  yang - mendukung fungs1
kawasan fasilitas urnum dan fasilitas: s051a1

‘d. kegiatan yang dilarang me11put1 keglatan yang .

mengganggu kawasan fasilitas umum dan
fasilitas sosial; dan '

e pengembangan kawasan fasilitas ufnUin dan

(6)

' fasilitas - sosial wajib menyiapkan- | lahan

-~ minimal 10% (sepuluh persen) dari luas lahan
untuk pengembangan ruang terbuka: hljau
fasilitas umum dan sosial. :

Ketentuan urnum peraturan zonasi’ ké.wasan

~ transportasi sebagaimana d1rnaksud pada ayat (1)

huruf h meliputi:

a. kegiatan yang - diperbolehkan, meliputi -

penyediaan sarana dan prasarana - minimum
pendukung - kegiatan transportasi jaringan
~utilitas yang dilengkapi sarana bagi disabilitas,
~tempat parkir, ruang terbuka hijau, toilet,
sarana air ber31h persampahan, hmbah dan
drainase;

b. kegiatan yang diperbolehkan -bérsyarat

dan/atau terbatas untuk kegiatan industri
pendukung kawasan, perdagangan dan jasa -
dengan memperhatikan ketersediaan: lahan
sesuai . dengan kebutuhan pelayanan
transportasi; :

c. kegiatan yang tidak dlperbolehkan d11arang,

meliputi kegiatan yang dapat memmbulkan
. penurunan fungsi kawasan;dan o

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum
pendukung kawasan . transportasi meliputi
sarana bagi disabilitas, tempat parkir; ruang

. terbuka hijau, sanitasi,  sarana air ‘bersih,

- listrik, sarana telekomun1kas1 persampahan,'

~ jaringan utilitas yang d11engkap1 saluran
limbah dan drainase, pencegahan bahaya
kebakaran, ruang dan jalur evakuasi bencana.

§



H
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(7) Ketentuan umum peraturan zonasi. tempat
- -evakuasi bencana sebagaimana dlrnaksud pada
~ ayat (1) huruf j meliputi:
a. diperbolehkan keglatan penyedlaan _sarana

dan prasarana penunJang tempat evakuam

' bencana; dan xE 3 _

b. ‘dilarang keglatan yang dapat mengganggu
fungsi tempat evakuasi bencana.. :

(8} " Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sektor
- ‘informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
~ huruf k mehput1 i -

a. keglatan '_ yang dlperbolehkan bersyarat
dan/atau terbatas untuk kegiatan :sektor
informal dengan diberlakukan penerapan
. pembatasan waktu 0peras1onal

. b. - dilarang mendirikan bangunan permanen atau .-

© kegiatan ‘sektor informal yang berada pada

ruang milik jalan, jalur pejalan : kaki,

- persimpangan jalan, sekitar halte, ruang

terbuka hijau dan kegiatan yang mengganggu
fungsi utama kawasan; dan

B c. -keglatan sektor informal yang duntegras1kan
. dengan kawasan perdagangan dan jasa akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 67 :
Ketentuan umum: peraturan ~ zonasi khwaéan -
pertahanan keamanan sebagalmana dlmaksud dalarn L

Pasal 46 ayat (7) huruf f meliputi:

a. kegiatan  yang dxperbolehkan yaitu
pembangunan sarana dan prasarana
- pendukung kawasan  pertahanan; dan.

- keamanan; o ) : ; N

'b. kegiatan - yang diperbolehkan bersyarat
 dan/atau terbatas yaitu pembatasan kegiatan
budidaya di sekitar kawasan pertahanan dan
- keamanan;dan :

G _kegxatan yang dilarang yaitu keglatan yang RO

dapat mengganggu fungsi kawasan pertahanan
dan keamanan. :

Pasal 68

Ketentuan umum - peraturan zonasi kawasan-

pertambangan dan energi - sebagaimana d1rnaksud

dalam Pasal 46 ayat (7) huruf g meliputi: : -
B

a. kegiatan yang diperbolehkan : yaitu

pembangunan sarana dan prasarana

‘pendukung kawasan pertambangan dan energi
yang memperhat1kan keselamatan ~ dan

%
:
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keamanan keg1atan TR

b. keg1atan yang d1perbolehkan bérSyafat .
dan/atau terbatas yaitu pembatasan Kegiatan =

budidaya di sekitar kawasan pertambangan
dan energi dengan memperhatikan _]arak aman
dari keglatan lain; ;

c. kegiatan yang dilarang yaltu keglatan yang
dapat mengganggu fungsi utama kawasan
pertambangan dan energi dengan =

memperhatikan . Jarak aman darl kcglatan-
lain;dan :

d. dilarang- melakukan keglatan pertambangan .
dan energi di luar kawasan. peruntukan:_
pertarnbangan dan energi. ‘

Pasal 69

Ketentuan khusus sebageumana dlmaksud dalam
Pasal 46 ayat 2) huruf c mehputl S f

a. ketentuan khusus sempadan pantéi;_ dan :
b. ketentuan = khusus kawasan keselamatan -
operasi penerbangan. S

Ketentuan khusus sebagaimana dlméksua pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan itingkat

- ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran V' yang merupakan bag:an yang tldak N

_terplsahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan khusus sempadan pantal sebagalmana'
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan
sebagai berlkut :
a. keglatar_l yang diperbolehkan, meliputiﬁ "
1. kegiatan pengembangan infrasfruktur
~ pengendalian abrasi dan infiltrasi alr laut;
2. pengembangan RTH; dan §'

3. 'pembangunan dan pengembangan Jalur
serta - evakuasi bencana dan sistem
pcrmg_atan dini. I

'b. kegiatan yang diperbolehkan bejrsyarat'

dan/atau terbatas, meliputi:

1. kegiatan sarana dan prasarana penun_]ang
transportasi laut dan penkanan, .

2. keglatan pertahanan dan keamanan sesuai
ketentuan perundan_g undangan ; yang '
berlaku; :

- 3. sarana pendukung parmnsata dan tldak
- menutup akses publik ke pantal,



4. pembangunan prasarana w1layah sesua1'
dengan ketentuan peraturan perundang-'

undangan dan mendapatkan mendapat o

persetujuan dari instansi terkait;

5. kegiatan industri yang tidak mengganggu .

fung81 sempadan pantai dan mengganggu
perairan;

6. kegiatan permukiman;dan _
7. kegiatan = penelitian dan bahgunan o
pengendali air, : \ '

c. kegiatan yang dllarang mehputl keg1atan yang o

mengganggu fungsi dan kelestarian panta1

(4) Ketentuan khusus kawasan keselamatan ;operasi
penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, ketentuan berupa pengaturan dan-
pengelolaan ~ kawasan  keselamatan operasi
penerbangan diatur d11aksanakan sesuai peraturan'
perundang undangan : |

Bag1an Ketiga
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang

| Pasél 70

- (1) Ketentuan kesesuaian kegiatan =~ pemanfaatan

- ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat

(2) huruf b merupakan kesesuaian antara rencana .

- lokasi kegiatan dan/atau usaha dengan rencana' |
tata ruang. S

. (2) Pelaksanaan kesesuaian kegiatan - Pemanfaatan RS

ruang dilakukan melalui pemberian:

a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang; atau .

b. persetujuan kesesualan keglatan pemanfaatan .
- ruang.

(3) Dalam hal - rencana keglatan pemanfaatan ruang :
bersifat strategis nasional dan  belum ‘dimuat
dalam rencana tata ruang, kesesuaian keglatan
pemanfaatan ruang diberikan dalam bentuk
rekomendasi kesesuaian kegzatan pcmanfaatan

-‘(4) Mekanisme pemberian kesesualan keglatan_
pemanfaatan - ruang dilakukan sesua1 peraturan
perundang—undangan :

- Pasal 71

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wa_]lb

a. menaati rencana tata ruang yang telah
dltetapkan _



@

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan renca.na ;
tata ruang; - :

c. mematuhi ketentuan yang dltetapkan dalam
persyaratan kesesuaian keglatan pemanfaatan’-j-
~ruang; dan , R 3. :

d. memberikan akses terhadap kawasan yang

oleh  ketentuan  peraturan . perupdang-' o
undangan dinyatakan sebagai milik umum. -

{

Bagian Keempat

' __'_Kétcntua_n Insentif dan Disinsentif _' ,

Paragraf 1
Umum
Pasal 72

1
H

i

Ketentuan pern_berian insentif dan disinsenﬁf :
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) -

huruf ¢ adalah . ketentuan yang diterapkan oleh

Pemerintah Kota untuk . mendorong pelaksanaan © -
 pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana
tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan_

ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang
Ketentuan insentif dan dlSlnSCntlf berfungs1 untuk :

a. memngkatkan - upaya pengendahan- -
pemanfaatan ruang dalam rangka mewu_}udkan o
tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang,

" b. memfasilitasi keglatan pemanfaatan ruang agar

2)

@3

sejalan dengan rencana tata ruang; dan:

C. menlngkatkan kemitraan - semua masyarakat

‘dalam rangka pemanfaatan ruang yang sc:Jalan_'
dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

' _Pasal'73 '

Ketentuan insentif adalah perangkat att.':mé upaya
untuk imbalan terhadap pelaksanaan keglatan

- agar sejalan dengan rencana tata ruang;

¥
Ketentuan 1nsent1f disusun berdasarkan

- a. rencana struktur . ruang dan rencana pola"'r

ruang wilayah Kota; - _ :
b. ketentuan umum peraturan zonasi Kota dan

peraturan perundang-undangan Sektor terkalt. -
lainnya. ; '

Ketentuan insentif berupa:_' g
a. fiskal berupa pemberian keringanan! pajak
dan/atau pengurangan retribusi; dan/atau -

E .



@)

(5)

©)

s

non - fiskal befup_a pemberian kompensasi, -
subsidi silang, kesesuaian kegiatan .

pemanfatan ruang, imbalan, sewa ruang, urun . .
saham, penyedlaan sarana dan prasarana .
_pen’ghargaan, clan/ atau pub11ka31 ~ atau

) prom051

Ketentuan- 1nsent1f sebagalmana dlmaksud pada .
ayat (1) me11put1 :

a.

" b.

insentif - dari ~ Pemerintah  Kota 'kepada
Pemenntah Daerah lainnya; dan !

insentif  dari pemerintah Kota kepada'

masyarakat.

Ketentuan insentif dari Pemerintah Kota kepada
Pemerintah Daerah  lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa: :

a.

d.

pemberian kompensasi dari pemenntahfdaerah
penerima manfaat kepada daerah pemberi
manfaat atas manfaat yang diterima; |

kompensas1 pembenan penyediaan sarana dan
prasarana; . -

kesesuaian keg1atan pemanfatan ruang bagi

‘kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan

oleh pemerintah daerah penerima manfaat
kepada investor yang berasal dari. daerah
pemben manfaat; dan/atau = - "

i
Ll

pubhka31 atau promos1 daerah.

Ketentuan insentif dari pemerintah Kota kepada
masyarakat sebagalmana dlmaksud pada ayat (4) -

a.

PR M a0 o

“huruf b berupa:

:

pemberian kerihganan pajak;
‘pemberian kompensasi;
pengurangan retribusi;
imbalan;

sewa ruang;

urun saham;

penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau

. kesesuaian kegiatan pemanfatan ruang.

Pafagraf 3
Ketentuan Disinsentif

L Pasé174' |

Ketentuan disinsentif adalah perangkat atau upaya
yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang.
pada kawasan yang dibatasi pengembangannya



©

(3)_

~a. fiskal berupa pengenaan pa_]ak yanga tlnggl,

Ketentuan disinsentif disusﬁn berdasarkan

a. rencana struktur ruang ' dan rencana pola
ruang wilayah Kota;

: b.  ketentuan umum peraturan zonasi Kota, dan

. peraturan pcrundang-undangan sektor terkeut o

lainnya. _ :

Ketentuan disinsentif berupa

~ dan/atau

“"b. non fiskal berupa:

(4)

(9)

©)

‘¢. kewajiban memberi imbalan; dan/ atau |

1. kewajiban memberi kompensasi
2. persyaratan khusus dalam kesesuauan }
kegiatan pemanfatan ruang; :
3. kewajiban memberi imbalan; dan/ at;au
4. pembatasan penyediaan séranei: “dan
prasarana. :

Ketentuan disinsentif sebagaimana dlmaksud pada
ayat (1) rnehput1

B

-a.-'- dlslnsentlf dari Pemenntah Kota kepada~'--'-".' '

pemerintah daerah lainnya; dan

b. disinsentif dari Pemerintah Kota kepada )
- masyarakat.

i

‘Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Kota "kepada o
Pemerintah . Daerah - lainnya = sebagaimana.

dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa:

-a. pengajuan pemberian  kompensasi.  dari

pemerintah daerah penerima manfaat kepada
daerah pernberl manfaat atas manfaat ‘yang
diterima; .

b. pcmbatasan penyediaan sarana dan prasarana,

- dan/atau -

c. persyaratan khusus' ~ dalam kesé:suaian

kegiatan pemanfatan ruang bagi. Kegiatan .

i pemanfaatan’ ruang . yang diberikan oleh

pemerintah daerah pemberi manfaat kcpada
investor yang berasal dari daerah penerlrna
manfaat. %

Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Kota kepada

~ masyarakat, sebagaimana- d1maksud pada ayat (3) .
- huruf b berupa: : : o

a. kewajiban memberi kompensasi; -

b. persyaratan khusus = dalam  kesesuaian

~ kegiatan pemanfatan ruang bagi liegiatan

- pemanfaatan ruang yang dlberlkan “oleh
Pemerintah Kota;



(7)

(1)

(2)

(3)

(1)

S B N I &

d. pembatasan penyedlaan sarana dan prasarana

Tata cara pemberian insentif dan dlslnsentzf diatur . .
lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. '

Bagian Kelima
Arahan Sanksi
‘Paragraf 1

Umum : ;

Pasal'?S DR RN

i

-'Arahan sanksi sebaga1mana dlmaksud dalam Pasal

45 ayat (2) huruf d diberikan bagi setlap orang °

pelaku usaha saja yang melakukan pelanggaran

ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai -
dengan rencana tata ruang.

Arahan sanksi merupakan perangkat atau upaya
pengenaan sanksi administratif yang dlberlkan
kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

Arahan sanksi ‘sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan acuan bagi Pemerintah Kota: dalam . -

pengenaan sanksi adm1n1strat1f terhadap:

a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
RTRW Kota ‘

b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan- R

izin pemanfaatan ruang yang dlberlkan oleh_---f &-
pejabat yang berwenang; o |

C. ‘pemanfaatan ruang yang tidak sesuai- dengan -_:

persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat
yang berwenang, dan /atau

d. pemanfaatan ruang yang mengha]angl akses

terhadap kawasan yang dinyatakan oleh

peraturan perundang—undangan sebagal ‘milik -
umum.

Paragraf 2
Arahan Sanksi Admxmstratlf

Pasal 76

“Arahan Sanks1 admlnlstratlf bagi pelanggaran

sebagalrnana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3),.
dikenakan sanksi administratif berupa:

a. permgatan tertulls, S

penghennan sementara keglatan
' penghentlan sementara pelayanan umufn,

penutupan lokasi; '

pencabutan izin;

penolakan izin;



' h.

i.

je

‘ pembatalan izin;

pembongkaran béngunan,

pemulihan fungsi ruang; dan/atau (

denda administratif, =

2) Ketentuan mengenai Tata Cara Penge.naan Sanksi .
 Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota,

" BAB IX |

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

~ Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasai 7'7 !

:

.Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk

a.
- b.

mengetahw rencana tata ruang,

-menikmati pertambaha.n nilai- ruang sebagall.'
akibat penataan ruang; . , '

memperoleh pengganhan yang layak atas
kerugian yang timbul akibat pelaksanaan
kegiatan pembangunan yang sesua1 dengan '

- rencana tata ruang;

mengajukan keberatan kepada pe_]abat ya_ng-

berwenang terhadap pembangunan yang tidak . -

o 'sesual dengan rencana tata ruang di Kota,

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

a.

b.

menga_]ukan tuntutan pembatalan 1z1n dan
_penghentlan pembangunan yang tidak ' sesuai
dengan rencana tata ruang kepada pejabat'
yang berwenang, dan :

menga_lukan gugatan ganti kerugian kepada ‘
Pemerintah,  Pemerintah Provinsi .  dan

_ Pemerintah Kota dan/atau pernegarig_ izin

apabila kegiatan pembangunan yang tidak
sesuai  dengan rencana tata ruang dan
menlmbulkan keruglan

_ Bagian Kedua :
Kewajiban Masyarakat

Pasal 78

menaati rencana tata ruang yang telah
dltetapkan . - » ; '

‘memanfaatkan ruang sesuai dengah izin
pemanfaatan ruang dari pejabat: yang
berwenang;



. 'mematuhl ketentuan .yang dltetapkan dalam -
L persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

d. 'membenkan akses terhadap. kawasan yang

coleh - ketentuan - peraturan perundang— L

; undangan dlnyatakan sebagai m111k umum

Pasal 79

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebageumana
(_:hmaksud dalam Pasal 74 dikenai sanksi administratif.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 80

Peran serta masyarakat dalam penataan ruang
dilakukan pada tahap: :

a. bentuk  peran _serta masyarakat dalam
a perencanaan tata ruang; . :

b. bentuk_ ‘peran’ serta masyarakat idalahl-
- pemanfaatan ruang; dan L

c. bentuk peran serta masyarakat dalam
pengenda_han pemanfaatan ruang. ‘

Pasal-81 :

Bentuk peran serta masyarakat dalam perencanaan“
tata ruang sebagalmana d1maksud dalam Pasal 76
~huruf a dapat berupa: -

a. Masukan mengenm ,
1. permapan penyusunan rencana tata ruang, :

2. penentuan arah pengembangan wﬂayah
atau kawasan,; !

.3. 'pengldentlﬁkaman potensi dan masalah
pembangunan wilayah atau kawasan,

4, pcrumusan konsep rencana tata ruang,
“dan/atau .

5. penetapan rencana tata ruang.

'b. Kerja sama dengan Pemerintah Kota dan/ atau
sesama unsur masyarakat dalam perencanaan
tata ruang :

Pasa182 IR

Bentuk peran serta masyarakat dalam pemanfaatan
ruang sebagaimana. dlmaksud dalam Pasal 76 huruf b’
dapat berupa: = . - _

a. masukan mengena1 kebl_]akan pemanfaatan
' ruang, o ) _ g



b. ker_]a sama dengan Pemerlntah Kota dan/ atau
' sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan
raang;. - o

c. kegiatan memanfaatkan ruang yang ‘sesuai
- ‘dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang
yang telah ditetapkan; '

d. peningkatan  efisiensi, efektivitas,§ dan
keserasian dalam pemanfaatan ruang: darat,
ruang laut; ruang udara, dan ruang didalam
bumi dengan memperhatikan kearifan lokal
serta sesuai dengan ketentuan peraturan
pemndang—undangan

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan
keamanan serta memelihara | dan
meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan
hidup dan sumber daya alam; dan/atau’

f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan: ruang .

. sesual  dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. _ O |

Pasal 83

. Bentuk peran ' mdsyafakat ‘dalam pengeﬁdalian.
pemanfaatan ruang sebagalmana dimaksud | dalam
Pasal 76 huruf c dapat berupa P

a.. *‘memberi masukan terkalt arahan dan/ atau
peraturan : zona31 kesesualan keglatan
pemanfatan ruang, pemberlan 1nsent1f clan
disinsentif, serta pengenaan sanksi;

_b. keikutsertaan - dalam  memantau | dan
- mengawasi pelaksanaan rencana tata? ruang
yang telah ditetapkan; :

C. pelaporan kepada instansi- dan/atau pejabat
yang berwenang dalam hal menemukan
dugaan penyimpangan atau pelanggaran '
kegiatan - pemanfaatan ruang yang melanggar
rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

"~ d. pengajuan keberatan terhadap keputusan
pejabat ~ yang  berwenang terhadap
pembangunan yang dianggap tldak gsesuau
dengan rencana tata ruang,

BagIan Keempat
Tata Cara Peran Serta Masyarakat

Pasal 84 !
Tata -cara- peran serta r_nasyarékat dalam pejnataan
ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau
tertulis kepada Walikota dan/atau melalui un1t kerja

' terkalt yang dltunjuk oleh Wahkota

i :



Pasal 85

-Dalam rangka méningkatkaﬁ peran masyéa_raka_t;-': :
. Pemerintah Kota membangun sistem informasi dan A
““dokumentasi penataan ruang yang. dapat . dlakses RS

- dengan mudah oleh masyarakat.

. Pasal 86

Pelaksanaan tata cara peran serta mas;srfsll"‘elkfslﬁi dalam
penataan - ruang -dilaksanakan sesuai ketentuan -

. perundang-undangan.

 BABX
KELEMBAGAAN

Pasal 87

(1) Kelembagaan pada penataan ruang di Kotef un'tuk.; =
memantapkan koordinasi dilakukan oleh TKPRD

" (2) 'TKPRD sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
membantu Walikota dalam mengkoordinasikan
dan merumuskan kebijakan penataan | ruang
daerah dan bertanggung jawab kepada Walikota,

(3) Pembentukan ' struktur organisasi, peran,§ fungsi
serta tugas kerja TKPRD sebagaimana dimaksud-
pada ayat (1) diatur = lebih lanjut dengan
Keputusan Walikota. ' o S

3 (4) Ketentuan mengenai kelembagaan : pe:nataan' '

ruang berpedoman sesuai peraturan perundang- o

undangan.

BAB XI |
'PENYELESAIAN SENGKETA

 Pasal 88

(1) Penyelesaian = sengketa pénataan' rua_ng
‘diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah'
untuk rnufakat

" (2)' Dalam hal penyelesalan sengketa sebagalmana
| dimaksud pada ayat (1) .tidak diperoleh .
kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya

penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di- -

luar pengadilan sesuai peraturan perundang—_
undangan ' :



W

2

A

- negeri sipil melakukan Ixoordna 3, dengan peje

BAB XII _
PENYIDIKAN
Pasal 89

Selain pejabat peny1d1k kepollslan negara Republlk
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil | tertentu- - di

- lingkungan instansi pemerintah yang hngkup tugas

dan tanggung jawabnya di bidang. penataan ruang
diberi wewenang khusus sebagai peny1d1k untuk
membantu - pejabat penyidik kepolisian :negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pldana '

Penyidik Pegawai Negeri Sipil . sebaga1mana :
dimaksud pada ayat (1) berwenang: o

. a. melakukan pemeriksaan atas -kebenaran _

laporan atau keterangan yang - berkenaan
dengan- tindak pldana dalam bldang penataan :
ruang; ‘ ; '

b. melakukan pemenksaan terhadap Orahg yang -

diduga melakukan tindak p1dana dalam
bidang penataan ruang; e § '

c. meminta keterangan dan bahan buktl dan
orang sehubungan dengan perlstlwa tindak
pidana dalam bidang penataan ruang,

d.” melakukan . pemeriksaan atas dokumeri—
- dokumen yang berkenaan dengan : tJndak a
pidana dalam bidang t nenataan ruang, ; SR

e. me]akukan pemeriksaan di- tempat tertentu
yang diduga ‘terdapat bahan|. bukt1 dan
dokumen lain serta melakukan penyltaan dan
penyegelan terhadap bahan dan:barang hasil
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam

perkara tindak p1dana dalarn bldang penatgan o |

ruang; dan

meminta’ bantuan tenaga '1h11 dalarn 1angka
) pelaksrmaan tugas’ oenyldll'an tmdak*'udana
dalam bldang penataan ruang ' :

lar]

Penyldlk Peg,awa; Negen Slpll sebagalmana dlmaksud
pada  ayat " {1) © memberitahukan dlmulamya
penyldlkan kepada pqaba* penytdﬂ\ kepolman neﬂard
Republlk Indonesia. * 1o

dimaksud pada :ayat (2) memerlukan tl)'l?}rtél‘l' :
penanghapan dan penahanan peny1d1 pc-ngi'w.al

Apablla pelaksanac.n kewenangan sera&a mana

bar
penylchk kepohslan neCfara Repubhk Indon

undangan (R

sig
T sesuai- dengan ketentuan peraturan }]BI’U.!:] dang=



()

©)

Peny'idik Pegawai Negeri Slpﬂ Sebagalmana

dimaksud pada ayat (1) menyampalkan hasﬂ

penyidikan  kepada penuntut . umum melalm _
pejabat peny1d1k kcpohslan ncgara Repubhk]
Indonesia. - H '

Pengangkatan pejabat peny1d1k pegawa1 negen 31p11 L |

dan tata cara serta proses penyidikan dllaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang undang

BAB XIII - S N
KETENTUAN PIDANA R

Pasal 90

Setiap orang atau badan hukum 'yé.ng melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71

diancam  pidana sesuai ketentuan peraturan_

perundang-undangan di bidang penataan ruang

i

e

A I

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 91 |

Jangka waktu RTRW Kota berlaku untuk 20 (dua
puluh) tahun dan dapat d1t1n_]au kembah 1 (satu)
kali dalam 5 (lima) tahun. 4{ -

Dalam kondisi lingkungan strategls tertentu yang

‘berkaitan dengan bencana alam skala besar yang .

ditetapkan ~ dengan  peraturan perundang-
undangan dan/atau perubahan batas w1layah
yang ditetapkan dengan undang—undang,; RTRW
Kota dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali
dalam 5 (lima) tahun. ‘

Penlnjauan kernbah sebagaimana dlmaksud pada_ -

- . ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi’ perubahan-

. kebijakan nasional dan strategis ! yang

(4)

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka

- peraturan perundang-undangan

mempengaruhi pemanfaatan ruang Kota dan / atau
dinamika internal Kota. R i'— :

Izin lokasi reklamasi dan izin pelal«fsanaari
reklamasi wajib mendapatkan rekomenda31 teknis
dari instansi terkait dan diatur sesual keten’ruan '
BAB XV o
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

f

a. lzin pemanfaatan ruang. yang | 4't|elahi
dikeluarkan dan telah ' sesuai dengan -
ketentuan Peraturan Daerah 1n1‘, tetap _

{




berlaku sesuai dengan masa berlakunya
Izin pemanfaatan ruang yang . telah :

dikeluarkan tetapi tidak = sesuai dengan_ i
ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku . -

ketentuan

1. untuk yang belum dilaksanakan'

pembangunannya, izin - tersebut -

- disesuaikan dengan fungsi : kawasan
berdasarkan Peraturan Daerah'i 1n1,

2. untuk yang sudah dllaksanakan'
pembangunannya, .. dilakukan -

penyesuaian dengan ~masa transisi
berdasarkan = ketentuan pe_:rundang-
‘undangan; SO S
3. untuk yang sudah dilaksanakan
pembangunannya  dan = | tidak
memungkinkan untuk dilakukan

penyesuaian dengan fungsi ‘kawasan .
berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin - - -

yang telah diterbitkan dapat dlbatalkan'
dan terhadap kerugian yang timbul
sebagai akibat pembatalan izin tersebut
dapat diberikan penggantian yang layak
dengan. bentuk sesuai pgaraturan _
perundang-undangan; dan - ;

4. penggantian yang layak sebagalmana' "
dimaksud pada angka & 3, dengan
memperhatikan indikator sebagal i

~ berikut: . R ,
a) memperhatikan  harga pééaran
setempat atau sesuai NJOP; dan
b) menyesuaikan : kemambuan |
keuangan daerah. : :

Pemanfaatan ruang yang 1z1nnya sudah hablsﬂ o
dan tidak sesuai- Peraturan Daerah’

. dllakUkan penyesua1an . _ber dasarkan e

Peraturan Daerah ini;

Pemanfaatan ruang. -yang dlselenggarakan o
tanpa izin ditentukan sebagal berikut: . '

1. yang - ‘bertentangan dengan ketentuani_'.
Peraturan * Daerah. ini, pemanfaatang.

* ruang yang bersangkutan ditertibkan~
~dan - disesuaikan - dengan Pera_turan -

"Daerah 1n1 dan

20 yang sesuai dengan ketentuan Peraturan U

Daerah ini untuk mengurus izin sesuai '
dengan peraturan perundangan '

- kawasan - peruntukan budldaya 'ya'r"i'g'
- berdasarkan . ketentuan . peraturan

perundang-undangan di- bldang kehutanan
masih ~ ditetapkan sebaga1 peruntukan



kawasan hutan dengan ketentuan ' tidak
diperbolehkan adanya pengembangan dan
pembangunan baru, : hingga perubahan
peruntukan dan fuﬁg51 kawasan hutan
dilaksanakan sesuai | dengan ketentuan.
peraturan perundang—undangan di b1dang :
kehutanan. i i

- BAB XVI
~ KETENTUAN PENUTUP

- Pasal 93

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ‘ maka
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 02 Tahun 2004
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam
Tahun 2004-2014 dmyatakan dicabut dan tldak
berlalm lagi. f

Pasal 94

Peraturan - Daerah ini berlaku pada - ténggal
diundangkan. ' : ;
Agaf setiap orang mengetahuinya, meméﬁntéhkdh
pengundangan  Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam
Ditetapkan di Batam
pada tanggal 6 Mei 2021

WALIKOTA BATAMf

dto

MUHAMMAD RUDI -
Diundangkan di Batam -
pada tanggal 6 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM
dto

" JEFRIDIN

- LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 3 R o
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATAM. PROVINSI
KEPULAUAN RIAU ( 2,9/2021) | I

Salinan'sesuai dengan asllnya |
an. Sekretaris Daerah Kota Batam
ub
PII. Kepala Bagian hukum
%ﬁf}\
DEMI HASFINUL NST, SH., MSI
Nip. 19671224 199403 1 009



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA.BATAM _ )
TAHUN 2021-2041

UMUM : .
Sesual amanat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota berfungsi sebagai
Acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), Acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), Acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah Kota, Acuan
untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Kota,
Acuan lokasi investasi dalam wilayah Kota yang dilakukan pemerintah,
masyarakat dan swasta, Pedoman untuk penyusunan rencana’rinci tata
ruang di wilayah Kota, dasar pengendalian pemanfaatan ruang d1 )
wilayah Kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan,
pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi, dan Acuan -
dalam administrasi pertanahan. :

Tujuan penataan ruang wilayah Kota adalah untuk mewugudkan ruang
Kota Batam menuju bandar dunia madani berbasis sektor par1w1sata
perdagangan, jasa, maritim, logistik dan industri yang bertaraf -
internasional. ' i - -

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wﬂayah Kota kemudlan d1susun
dengan memperhatikan perkembangan permasalahan provinsiidan hasil
pengkajian implikasi penataan ruang - kota, upaya pcmerataan
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kota, keselarasan aspirasi
pembangunan kota, daya dukung dan daya tampung lmgkungan hidup,
rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana tata ruang
wilayah kabupaten/kota yang berbatasan, dan rencana tata ruang
kawasan strategis kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam bersifat umum daﬁ disusun
- berdasarkan pendekatan administratif kota dengan muatan substansi

meliputi tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang mlayah Kota,

rencana struktur ruang wilayah Kota, rencana pola ruang wilayah Kota,
penetapan kawasan strategis Kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah
Kota, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota.

¥
H



II.

' Kebljakan penataan ruang wilayah Kota Batam rnehput1 pengembangan |
. pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem

yang terpadu dan berhirarki, pengembangan sistem jaringan prasarana
wilayah Kota dan peningkatan kualitas serta jangkauan 'faelayanan ,
utilitas Kota, . peningkatan ‘fungsi. dan  pengelolaan | kawasan |
peruntukan lindung, pengembangan dan pengendalian | kawasan
peruntukan budidaya, dan peningkatan fungS1 kawasan untuk
pertahanan dan keamanan negara. ' i '

PASAL DEMI PASAL

~ Pasall . . S . }

Cukup jelas. -

" Pasal 2

Pasal 5

" Pasal 9

Pasal 4 _
-Cukup jelas.

Pasal 7

Pasal 8 | -

Pasal 10 -

Cukup jelas. .

Pasal 3

Cukup jelas. *

Cukup jelas.

Pasal 6 | ' | B

Cukup Jelas.

T
A

Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang wilayah Kota adalah
rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam B
pemanfaatan ruang darat, laut dan udara termasuk ruang d1 dalam
bumi untuk mencapau tujuan penataan ruang : ‘ -

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.



Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
-Hurufa :
Sistem Jarmgan Jalan adalah suatu kesatuan ruas Jalan yang
saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan
dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam -
satu hubungan hierarki. - :

Huruf b
Sistem Jaringan Kereta Api satu adalah kesatuan smtem yang
terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta
norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur: - untuk
-penyelenggaraan transportasi kereta api. -

Hurufc

Cukup jeles.

Pasal 14 S o - N S
Ayat (1) o
Huruf a :
‘Jaringan Jalan adalah prasarana transportasi darat yang me11put1
segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap ‘dan
perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu-lintas, yang berada
pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah
permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air,
kecuali kereta api, jalan lor1 dan jalan kabel

Hurufb f

Terminal penumpang adalah pangkalan Kendaraan ‘Bermotor
- Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan -
keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta =

perpindahan moda angkutan.

Huruf c
Terminal barang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum
yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkata_n
menaikkan dan menurunkan barang serta perpindahan moda
angkutan. '

i



Ayat. (2) |
Huruf a

Jalan Arteri adalah jalan yang ménghubungka;n secafa
berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau ‘antara
pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢ _
Cukup jelas.

Hurufd
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat {4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

.Cuk'up jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas. : \ :
. Ayat (7) .
Cukup jelas. :
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9) '

Cukup jelas.
© Pasal 15

o Ayat(l)
Huruf a

jaringan jalur = kereta api umum untuk melayani -

perpindahan orang di wilayah kota dan/atau perjalanan
ulang alik termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah,
monorail. : '
Huruf b . ]
stasiun kereta api meliputi :
a. stasiun penumpang;



Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

~ Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

 Cukup jelas.

 Pasal20

C_ukup jelas. e

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal22
Ayat (1)

Cukup jelas. - : o | -

Ayat (2)

Huruf a

“b. stasiun barang; dan/atau
c. stasiun operasi.

SPAM jaringan perpipaan rnehpuu

a. unit air baku; ' :

b. unit produksi; dan

c. unit distribusi. :
SPAM jaringan perpipaan dlselenggarakan untuk menjamm
kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan
serta kontinuitas pengaliran Air Minum. Kuafjtitas Air
Minum yang dihasilkan . paling sedikit rﬁencukupi
Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari. Kualitas Air
Minum yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan iJeraturan



Huruf b

Ayat (3)

Ayat (4)

a.
b.

Ayat (.5)

Cukup jelas. b

- perundang-undangan. Kontinuitas pengaliran Alr Minum
memberikan Jamman pengaliran selama 24 (dua puluh
empat) jam per har1 - e _g

Cukup jelas.

Limbah adalah sisa suafu usaha dan/atau kegiatan. b
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi,
dan/atau komponen lain yang Lkarena sifat, konsentrasi,

~dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak

langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak llngkunng
hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatah,
serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau keglatan yang
mengandung B3.

Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang mel1put1
pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan,
pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. -

Cukup jelas.
Ayat (6)
Culkup jelas.
Ayat (7) |
Huruf a
. jaringan drainase primer adalah dramase yang berupa akhlr
dari pembuangan air limpasan di perkotaan, b1§a berupa
- kali atau sungai. :
Huruf b - - |
jaringan drainase sekunder adalah saluran dramase yang -
'menghubungkan ' antara drainase tersier dengan saluran
* drainase primer. Ukuran drainase sekunder lebih kecil =
daripada saluran drainase primer dan lebih besar dari
ukuran saluran drainase tersier.
Huruf ¢

' Jarmgan drainase tersier adalah saluran dramase yang o
berada pada lokas1 permuklman perdagangan perkantoran, o



dan- lamnya yang merupakan tangkapan air hmpasan yang.
berasal dari atap maupun jalan.

Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)

Lajur Sepeda adalah bagian Jalur yang meman_]ang, dengan atau

~tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dllewatl satu
sepeda, selain sepeda motor :

 Pasal 23 )
~Cukup jelas.

Pasal 24
Huruf a
Kawasan lindung yang berfungs1 untuk memberikan perlmdungan
untuk kawasan bawahannya adalah kawasan hutan yang memiliki
sifat khas dan mampu memberikan perlindungan kepada kawasan
sekitarnya maupun kawasan bawahannya. Selain itu: kawasan
hutan akan merupakan pengatur tata air, pencegahan ban_ur dan
erosi serta memelihara tingkat kesuburan tanah.

Huruf b
- Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d AR o | o i
Cukup jelas. '

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 25
- Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)



Hurufa

sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan
palung sungai yang chtetapkan sebagal batas perlmdungan
sungai. 4

Hurufb

Pengaturan kawasan sckitar waduk diluar | kawasan
kehutanan perlu dilakukan dalam upaya pengendahan dan
pelestarian fungsi Waduk . '

 Ayat (2)

Di kota Batam hanya ada 2 sungai ya1tu berada di Kecamatan
Nongsa dan Kecamatan Sagulung :

: Ayat (3)

Pengaturan kawasan sek1tar waduk di luar kawasan kehutanan '
%

¢
{

Pasal 27

Ayat (1)
Huruf a
Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri -
khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang
mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga -
kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan
dan satwa, serta pemanfaatan secara lestan sumber
daya alam hayati dan ekosistemnya. : '
Huruf b o
Cukup jelas. : :
Ayat (2) !

Taman Wisata Alam (TWA) adalah hutan wisata yang mempunyai
berbagai keindahan alam, baik keindahan {lora d'an fauna
maupun keindahan alam itu sendiri yang mana mem111k1 keumkan

- corak untuk kepentingan rekreas1 dan kebudayaan
Ayat (3)
Kawasan taman ' buru adalah bagian dari kawasén hutan
konservasi yang digunakan untuk wisata berburu yang berfungsi
untuk mengendalikan populasi perburuan. Pengendalian populasi
dilakukan terkhusus untuk hewan-hewan yang langka ataupun
hewan- hewan yang sering menjadi target perburuan -



Pasal 28 P
Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memlhkl
~dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan.
dan/atau memperlihatkan c1r1 tata ruang yang khas. ‘

Pasal 29
- Ekosistem Mangrove adalah kesatuan antara komumtas vegetasi
mangrove berasosiasi dengan fauna dan m1kroorganlsme(_ sehingga
dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjalflg pantai
terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sur}gai_ yang
terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam

-~ membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanji.ltan.

Pasal 30

Pengaturan RTH publik ditegaskan dalam Pasal 29 (3) Undang undang
Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Proporsi RTH publik
disediakan oleh pemerintah kota agar proporsi minimal RTH dapat

- lebih dijamin pencapaiannya - sehingga memﬁngkinkan

- pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat. Proporsi RTH publik
seluas minimal 20 (dua puluh) persen dapat d1sesua1kan dengan
sebaran penduduk dan hirarki pelayanan dengan memperhatlkan
rencana struktur dan pola ruang. ;

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

B Pasal 33

Hutan Produksi terbatas dan Hutan Produksi Tetap merupakan
kawasan hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah dan 1ntens1tas
hutan tertentu. : :

Hutan Produksi yang dapat dikonversi merupakan kawasan Hutan
Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ru?uig dapat

dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau
dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.

Pasal 34 ,
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.



Pasal 36 _
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

~Pasal 38
 Cukup jelas.

' Pasal 39
Ayat (1)

Cukup jelas.
. Ayat (2)

Cukup jelas. 3

Ayat (3) 'Z |
kawasan pertambangan minyak dan gas bumi yang berada di
Kecamatan Belakang Padang merupakan stasiun distribusi gas.

Ayat (4) - | -

Cukup jelas. i

Ayat (5) -
Cul«fup jelas.

- Ayat (6) |
Cukup jelas.. - o o
 Ayat(7) |

_ Cu_kup jelas.

Pasal 40 . . |

' Cukup jelas.

Pasal 41 : : ' . : ; S

' Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota merlipakan upaya untuk
mewujudkan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi
program utama penataan/pengembangan provinsi dalam jangka waktu

.~ perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perenceinaan (20

. tahun). | ! |

Pasal 42
. Cukup jelas.



Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44 .
-Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
| ‘Cukup jelas.
Ayat (2) ]
. Huruf a §

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi adalah ketentuan
umum yang mengatur pemanfaatan ruang/ penataan
kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pefnanfaatan
ruang yang disusun untuk  setiap :klasiﬁkasi
peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kota

' Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c .' _ *

| Cukup jelas. _ o _

Huruf d AR

‘Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48 o B -
‘Cukup jelas. ;

. Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50 : o
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah wilayah
daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara
yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka
menjamin keselamatan penerbangan.



" Pasal '.51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

 Pasal 55
Cukup jelas.

. Pasal 56 _
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
' Cukup jelas.

Pasal 60
' Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

' Pasal 6_2
Cukup jelas.

- Pasal 63

- Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.



Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

" Pasal 68

-Cukup jelas.

Pasal 69

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

:
i

Insentif merupakan pemberian yang diberikan kepada niasyarakat
perorangan, badan usaha maupun pemerintah daerah yang ﬁilakukan
sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap peIaksanaan
kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang yang d1tetapkan
misalnya dengan memberikan kemudahan dalam proses dan prosedur
administratif. ~

Disinsentif merupakan pengenaan yang diberikan bagl inisiatif
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagai perangkat untuk mencegah

- membatasi pertumbuhan, dan mengurangi kegiatan yang tldak sejalan

dengan rencana tata ruang antara lain dengan pengenaan prasyarat
yang ketat dalam proses dan prosedur administratif, i

i

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

‘Cukup jelas. - . | |



. Pasal75

Cukup jelas.

 Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Hurufa
" Cukup jelas.
Huruf b : | ' ' ’
Cukup jelas. "
Huruf ¢
Penggantian yang layak dengan memperhatlkan Nlleu Jual Objek- '
- Pajak (NJOP), harga pasar, dan/ atau kemampuan Pemer1ntah_=
Daerah.
Huruf d
Cukup jelas.
Hurufe . _ =
Cukup jelas. | o S
Huruf { |
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,
dan - pengendalian - pemanfaatan ruang merupakan hak masyarakat
sehingga Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pembmaan agar
kegiatan peran masyarakat dapat terselenggara dengan baik. Pembinaan
oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui penyelenggaraan'
diskusi dan tukar pendapat, dorongan, pengayoman, pelayanan .
bantuan teknik, bantuan hukum, dan pelatihan.

Pasal 81 . .:
Cukup jelas. | '

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.



Pasal 84 _
Cukup jelas.

Pasal 85
" Cukup jelas.

Pasal 86
'~ Cukup jelas.

.:_'Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

: Pasa.l 89
_ Cukup Jelas._

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91

. Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk
melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan
pembangunan yang memperhatikan perkembangan hngkungan strategis |
dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.:Dinamika
internal kota yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota secara
- mendasar antara lain, berkaitan dengan bencana alam skfala besar,
pemekaran wilayah kota. Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu
kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi ISerubahan
kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang
kota atau dinamika internal kota yang tidak mengubah kebl_]akan dan

: strategl pemanfaatan ruang w1layah nas1onal

Pasal 92 _:
~ Cukup jelas. o | . | P

Pasal 93 _
- Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 119
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